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ABSTRAK

Nur Fadillah. NIM: 18.2500.028, Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap
Pertanggungjawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kabupaten Pinrang
(No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin) (Dibimbing oleh Hj. Saidah dan Azlan Thamrin)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim
terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan
putusan nomor 65/Pid.sus/2020/PN.Pin, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap
pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan
nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin dan bagaimana perspektif Jarimah Ta zir terhadap
pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan
nomor 65/Pid.Sus/2020/PN. Pin

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
hukum normatif atau penelitian /library research (penelitian pustaka, dengan
pendekatan kepustakaan atau kajian literatur (/iteratur review, literatur research).
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pertimbangan hakim mengenai
pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online, bahwa hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
keadaan yang meringankan dan memberatkan, keadaan yang memberatkan terdakwa
yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, mencederai harkat dan martabat
perempuan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan aturan hukum yang sedang giat-
giatnya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa dan
perlindungan bagi perempuan. Adapun yang meringankan yaitu terdakwa belum
pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan serta terdakwa mengakui
dan menyesali perbuatannya. 2) Penerapan sanksi pidana terhadap
pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan No.
65/Pid.Sus/2020/PN.Pin secara jelas yang telah terdapat beberapa keterangan yang
diberikan oleh saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang yang dimana 2 (dua) orang
merupakan polisi yang melakukan penyamaran, dan barang bukti. Terdakwa juga
terus terang mengakui apa yang telah diperbuatnya. Belum adanya regulasi yang
mengatur secara terperinci untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam prostitusi
online sehingga menyulitkan penegak hukum. Untuk menjerat para pelaku prostitusi
online digunakan pasal-pasal yang tercantum dalam beberapa Undang-undang yang
telah berlaku di Indonesia. 3) hukuman yang diberikan kepada mucikari sepenuhnya
diserahkan kepada lembaga yaitu 7a zir, karena sanksinya tidak diatur oleh syara’
tapi diberikan seluruhnya kepada penguasa.

Kata Kunci : Jarimah Ta’zir, Pertanggungjawaban Mucikari, Prostitusi Online
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Tidak
) Alif Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be

- Ta T e

4 Tha Th te dan ha

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Dhal Dh de dan ha

g Ra R Er

J Zai ZLet

o Sin Es

o Syin Sy Es dan ye
e Shad S es (dengan titik di bawah)
e Dad d de (dengan titik di bawah)
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B Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
& ain komater balik ke atas
¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

A Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

Jd Lam It El

B Mim M Em

U Nun N En

3 Wau A\ We

° Ha H Ha

s Hamzah ' Apostrof

¢ Ya ¥ ¥e

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda ().

B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Humf T atin Nama
[ fathah a a
( kasrah i i
( dammah u u
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& fathah dan ya’ ai adan i
¥ fathah dan wau au adanu
Contoh :
G kaifa
J» : haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Haraka | Nama Huruf dan Nama
¢ Tanda
< ... |1 ... | fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas
kasrah dan ya’ 1 1 dan garis di atas
&
i dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh:
Sl mata
@) lrama
J8 :gila

< sax yamutu
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D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JukY) ‘aia ), : raudah al-atfa

Aloalall “Agadi - al-madinah al-fadilah
A& : al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( =), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
L) : rabbana
s > najjainaa
Gall - al-haqq
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paa s nuima
3 ‘aduwwun

Jika huruf ¢ ber- fasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

((&—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:
e : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
P : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J' (alif lam
ma ‘arifah). Dalam pedoman ftransliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

()

Contoh:
Ol : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
505 : al-zalzalah (az-zalzalah)
ALl : al-falsafah
AUl s al-bilaadu

Xvil



Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:
BEE Y : ta ‘muruna
¢ sl al-nau’
8ot D syai'un
PG ¢ A
<yl s umirtu

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata A/-Qur’an (dari al-
Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
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Contoh:

Fizilalal-qur’'an
Al-sunnah gablal-tadwin
Al-ibaratbi ‘umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.
Contoh:
& 53 dinullah 4 billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, di

transliterasi dengan huruf [7].
Contoh:
AN AL oA 2h hum fi rahmatillah

I. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD).
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J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swit. = subhanahuwa ta’ala
Saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sallam
= Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

XX



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya beredar tempat-tempat pekerja seks komersial dan makin
bertambah pesat. Para pekerja seks komersial tidak hanya saling bertemu di
tempat-tempat pekerja seks komersial saja tetapi juga seiring dengan
perkembangan zaman, menggunakan akses internet untuk transaksi para pekerja
seks komersial. Berawal dari kenalan melalui sosial media lalu tukar menukar
nomor ponsel, tawar menawar harga dan akhirnya menyepakati harga. Kejahatan
prostitusi online memudahkan tindak pidana tindak kejahatan asusila yang
membuat seseorang melakukan perbuatan cabul lalu dijadikan sebagai mata
pencaharian bagi para mucikari dan pekerja seks komersial. Mucikari adalah pria
hidung belang, germo atau orang yang bekerja untuk penyedia jasa atau

penghubung antara PSK.

Prostitusi ialah proses tukar menukar antara seks dengan uang maupun hadiah
suatu transaksi pelacur. Orang menyediakan pelacur yang biasa juga dikatakan
sebagai PSK (pekerja seks komersial). Di lingkungan masyarakat, pelacur
dikatakan sebagai hal yang negatif serta orang yang menjual serta menyewakan
badannya itu disebut dengan kata sampah masyarakat. Namun terdapat beberapa

pihak yang mengatakan bahwa pelacur sebagai hal yang sangat buruk serta jahat



akan tetapi membutuhkan. Hal tersebut dilandaskan oleh pandangan jika hadirnya
pelacur mampu memberikan kepuasan nafsu seksual kepada siapapun yang butuh
(biasanya kaum laki-laki) yang mana apabila tidak tersalurkan dapat memberikan

kekhawatiran bagi pelanggan dan akan menyerang serta memperkosa siapa saja.’

Korban dari kejahatan ini pun tidak semata-mata terjadi pada
orang dewasa, tetapi tidak sedikit juga kalangan anak dibawah umur yang
terjerumus menjadi korban eksploitasi seksual ataupun sebagai pelaku tindak
pidana prostitusi online. Pelaku kejahatan memberdayakan dan mengeksploitasi
anak dibawah umur secara seksual komersial karena anak dibawah umur terbilang
gampang buat digoda serta tidak mempunyai pola pikir yang baik. Yang menjadi
sasaran bagi para pelaku yaitu anak sebab mereka sangat rentan untuk dikelabui
oleh pelaku tersebut. Tipu daya dengan membujuk dengan memberikan uang atau

barang digunakan para pelaku terhadap anak sebagai sasaran.

Pelaku prostitusi tidak langsung berhubungan dengan pengguna jasa, tetapi
melalui penyedia jasa prostitusi atau dengan kata lain
mucikari. Peran mucikari yaitu sebagai perantara dan penghubung dengan kedua
pihak. Mucikari lebih banyak mengatur hubungan antara kedua belah
pihak tersebut. Mucikari juga dapat berperan untuk melindungi para pekerja

seks komersial dari gangguan orang lain atau orang yang berbuat kurang ajar.

! Wikipedia, ‘Pandangan Terhadap Pelacuran’, 2021 <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses
pada tanggal 20 September 2022.



Di kalangan masyarakat Indonesia, mucikari dan PSK dianggap sebagai

sampah masyarakat dan sangat dipandang negatif.

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana dimana
tindak pidana ini diatur dalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Sanksi
pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 88 yang
menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).” Mereka yang terlibat dalam prostitusi online mengabaikan Islam sebagai
pedoman hidup, meskipun faktanya tindakan ini jelas dilarang oleh agama.
Apalagi jika pelakunya mengaku beragama Islam. Tindakan ini jelas jauh dari
perilaku Islam sendiri. > Dalam agama Islam, praktik prostitusi ini dapat

dikatakan sebagai salah satu yang mengarah pada suatu perzinahan. Perzinaan

2 Hikmah Nuryamani, ‘Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum
Nasional Dan Hukum Islam)’ (Universitas [slam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 6.



dilarang oleh Allah, demikian pula segala sarana yang mengarah kepada

perzinahan, termasuk mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi.?

Larangan untuk berbuat kejahatan prostitusi, berhubungan pada pelarangan
terhadap perdagangan wanita, dewasa maupun anak-anak. Menurut hukum islam,
berlandaskan dengan ketetapan pada surat An-Nur ayat 33 yang menyebutkan jika
kejahatan mucikari merupakan perbuatan yang haram. Terlebih jika seorang
mucikari memberikan fasilitas seperti benda-benda pornografi maupun perlakuan

pornoaksi, sebagai bentuk layanan untuk konsumen maupun pelanggan.*

Q.S. An-Nur/24:33

O18 G &5 a5 5 5l Gia e 15300 Wadd (351 & ol e 38 130 K5 5
f 53 el 8 s e

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu melakukan
pelacuran (al-biga,i), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian,
karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang
memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan
Maha Penyayang (kepada mercka yang dipaksa melakukan pelacuran)
sesudah mereka dipaksa itu.”

Ayat 33 surah An-Nur dikatakan jika orang yang tidak sanggup untuk

menikah diharuskan untuk menjaga kesuciannya. Hingga Allah memberi

3 Syeikh Athiyyah Shaqr, ‘Fatawa Li Al Syabab, Terj. M. Wahib Aziz’, Fatwa Kontenporer
Seputar Dunia Remaja, h. 29.

4 Neng Djubaedah, ‘Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam’, Jakarta:
Kencana, 2003, h. 200.

3 Departemen Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Tafsirnya, Jilid 6* (Semarang: Wicaksana, 1994), h.
625-626.



kesanggupan kepadanya dengan karunia-Nya. Ayat itu memerintahkan supaya
orang mampu menjaga kesuciannya dari segala aktivitas zina dengan melakukan
perkawinan. Pada perintah Allah itu menyebutkan larangan melakukan perbuatan
zina. Selain itu, pada ayat 33 juga dengan jelas mengatur mengenai perbuatan

mucikari yang mana memberikan seorang pelacur untuk berzina serta pelacuran.

Praktik prostitusi atau pelacuran dalam Islam sudah jelas dilarang. Jika
perbuatan itu tetap dilakukan, pelaku kemudian akan dihukum berdasarkan
Hukum Pidana Islam yang mengatur kejahatan dan pelanggaran nilai-nilai
Islam dan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi pidana. ® Praktik prostitusi
online di Indonesia sudah banyak yang melakukan. Salah satunya dalam

putusan perkara Nomor:65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang.

Seperti pada kasus yang ada pada Pengadilan Negeri Pinrang, dimana
prostitusi online yang diperbuat seorang sebagaimana dalam pasal 284, pasal 285,
pasal 286, pasal 287 serta pasal 288 KUHP. Yang mana pelakunya bertransaksi
dengan menggunakan handphone lalu menetapkan lokasi untuk melakukan
pertemuan. Salah satu contoh kejadian yang mana laporannya, terdakwa
melakukan transaksi di bulan Desember 209 yang mana termasuk di dalam
wilayah hukum Pinrang yang mempunyai wewenang untuk memeriksa serta
mengadili kasus tersebut. Pihak kepolisian Pinrang kemudian menyamar serta

menangkap terdakwa memesan perempuan guna memberikan layanan seks

¢ ‘Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 1 Ayat 1°.



menggunakan Whatsapp terhadap terdakwa serta terdakwa itu sanggup untuk
memberikan layanan, lalu terdakwa memberikan foto-foto perempuan serta
mengirim list harga tiap perempuan dengan menggunakan Whatsapp. dengan
kejahatan terdakwa tersebut, saksi kemudian melapor kepada pihak yang

berwajib seperti yang ditetapkan serta diberikan ancaman pidana.

Salah satu kasus mucikari prostitusi online yang terjadi di Kabupaten Pinrang
yaitu nama terdakwa pada kasus ini yaitu inisial “A” (20 tahun) jenis kelamin
perempuan yang bertempat tinggal di kab. Pinrang tepatnya di jln. Kandea,
Kecamatan Watang Sawitto. Tuntutan penuntut umum menetapkan bahwa
terdakwa aulia binti sapri telah terbukti melakukan praktek eksploitasi, bisa juga
disebut meraup keuntungan dengan cara melakukan perbuatan tindak kejahatan
orang seperti yang ada dalam pasal 12 UU RI Nomor 21 tahun 2007 jo pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap “A” dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) dikurung selama terdakwa menjalani tahanan sementara.

Wanita yang digunakan terdakwa “A” untuk ditawarkan kepada pemesan
layanan seksual pada kasus ini yaitu “L” (berusia 15 tahun ) dan “M” berusia 17
(tujuh belas tahun). Dalam hal ini terdakwa “A” dijatuhkan hukuman pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.
200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini



diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pinrang, pada hari kamis, tanggal 25 juni 2020. Oleh hakim Adil Kasim, S.H,
M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Agsa, S.H. dan yusdwi yanti, S.H. masing-
masing sebagai hakim anggota. Dibantu oleh Hajjah Nur Asisa, S.H. panitera
pengganti hakim anggota pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara
teleconference oleh Nadrah Nasir, S.H.,M.H. penuntut umum dan terdakwa

didampingi penasehat hukumnya.

Adanya suatu hukum yang telah mengatur tidak menjadi penghalang
seorang pelaku untuk tetap melakukan aksi kejahatannya akan tetapi malah
semakin marak. Dimana mucikari mendapatkan komisi yang sangatlah besar yang
berasal dari suatu kejahatan yang memiliki resiko yang tinggi dimana kejahatan
tersebut bisa saja dilakukan oleh masyarakat. Korban dari prostitusi online
kebanyakan dari kalangan anak dibawah umur. Sehingga seharusnya pemerintah
memberikan hukuman yang akan menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan

prostitusi online.

Maka dari itu perlu kita ketahui bagaimana pertimbangan hakim dalam
penegakan hukum dalam kasus prostitusi online. Karena yang kita ketahui
bukannya kasus ini berkurang malah berkembang dan semakin marak di kalangan
masyarakat Terkhususnya anak dibawah umur dan perlu juga kita ketahui

penegakan hukum terutama di bidang Kekuasaan Kehakiman dalam kasus



prostitusi ini. Baik dari pandangan hukum positif maupun dari pandangan hukum

islam.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis merasa perlu
untuk mengkaji atau meneliti terkait Tindak pidana praktik prostitusi online diatas
dengan judul skripsi “Analisis Jarimah Ta 'zir Terhadap Pertanggungjawaban
Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kabupaten Pinang (No.

65/Pid.Sus/2020/PN.Pin)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban mucikari
dalam kasus prostitusi online dalam putusan NO.65/PID.SUS/2020/PN.Pin?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban mucikari
dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan
NO.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin

3. Bagaimana perspektif jarimah ta’zir terhadap pertanggungjawaban mucikari
dalam kasus prostitusi online di Kab.Pinrang dalam putusan

NO.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin.?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang

dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:



1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban
mucikari  dalam  kasus  prostitusi  online  berdasarkan  putusan
NO.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban
mucikari  dalam  kasus  prostitusi  online  berdasarkan  putusan
NO.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin.

3. Untuk mengetahui perspektif Jarimah Ta'zir terhadap pertanggungjawaban
mucikari dalam kasus prostitusi online di Kab.Pinrang dalam putusan

NO.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan
praktis :
1. Secara Teoritis
a. Peneliti berharap penelitian ini bisa Menambah khazanah keilmuan serta
dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin
mengkaji terkait dengan tindak pidana praktik prostitusi online anak
dibawah umur. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang
ilmu hukum, terutama hukum pidana positif maupun hukum pidana islam,
khususnya yang berhubungan dengan masalah terhadap tindak pidana

praktik prostitusi online anak dibawah umur.
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b. Secara praktis
1) Ditujukan supaya keluarga, dan masyarakat umum bisa mengetahui
bagaimana hakim mengambil putusan dalam tindak pidana prostitusi
online anak dibawah umur.
2) Untuk melakukan pengembangan serta penambahan wawasan ilmu,
agar mendapatkan suatu pengetahuan yang dapat pula disalurkan
kepada masyarakat mengenai anak dibawah umur yang dijadikan

sebagai praktek prostitusi online.

E. Tinjauan Penelitian Relevan
Sesuai dengan hasil dari penelitian sebelumnya maka terdapat beberapa
penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi karena penelitian tersebut
telah relevan. Sesuai pada hasil penelitian sebelumnya dimana peneliti
mendapatkan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian
yang dilakukan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil skripsi yang ditulis oleh Ipa Ariana pada tahun 2022, yang berjudul
Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Perspektif Hukum Pidana
Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor
65/P1d.Sus/2020/PN. Pinrang. Penelitian berfokus pada prostitusi online
dalam yuridis normatif perspektif hukum pidana Islam : telaah kasus di
Pengadilan Negeri Pinrang, Bagaimana transaksi prostitusi online

berdasarkan pada kasus putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN. Pinrang,
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Bagaimana penerapan yuridis normatif prostitusi online di Pengadilan
Negeri Pinrang berdasarkan putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang,
Bagaimana sanksi prostitusi online putusan No.
65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang berdasarkan perspektif hukum Islam. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dari penelitian
ini diperoleh data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan
data yaitu Case Study, wawancara (interview), dokumentasi dan
kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Transaksi
prostitusi online merupakan transaksi penjualan jasa seksual melalui
internet atau social media untuk mendapatkan uang atau imbalan. Dalam
mengambil keputusan Hakim tetap melihat faktor penyebab pelaku
melakukan tindak pidana tersebut, yang dijatuhi pidana penjara selama 3
tahun 6 bulan yang sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang
secara aturan yuridis normatif dalam penerapan hukumnya. sanksi yang
kemudian diberikan dalam perspektif hukum pidana Islam adalah Pidana
Ta’zir.
2. Yang kedua penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sekarang
yaitu yang dilakukan oleh Nia Chusna Fariha pada tahun 2017, yang

berjudul “Cyber Prostitution dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum

Positif”. Pada penelitian tersebut dalam Figh Jinayah perbuatan Cyber

" Ipa Ariana, ‘Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam:
Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN. Pinrang’ (Parepare:
Skripsi : IAIN Parepare, 2022).
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Prostitution merupakan tergabung dalam perbuatan zina walaupun tidak
dikerjakan dengan cara kontak badan langsung, sebab Allah Swt. sudah
memberikan larangan terhadap manusia untuk dekat dengan zina terlebih
lagi berbuat zina. Cyber Crime tidak tergolong dalam kejahatan zina
apabila melihat dari tujuan maksud perlakuan cyber prostitution, tapi
dikarenakan sebab serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu
sangatlah nyata memberikan kerusakan terhadap akhlak serta norma yang
ada pada masyarakat, itulah mengapa Cyber Prostitution tergolong
kedalam perbuatan Zina (dilihat dari gisasnya). Pada perspektif hukum
positif, cyber prostitution dalam KUHP tidak ada yang menjelaskan, tapi
berhubungan dengan delik kesusilaan yang sudah diatur pada pasal 259
serta pasal 506 KUHP. Tapi dalam pada KUHP itu tidak mengatur
mengenai pemberian sanksi untuk pelaku sebab dalam pasal 296 KUHP
menjelaskan jika mucikari diancam pidana penjara atau kurungan. Disisi
lain, pun tidak terdapat pasal yang menjelaskan mengenai pelacur sebagai
kejahatan sebab tidak menimbulkan korban.®

3. Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Hikmah Nurhayani pada tahun
2016 yang berjudul “Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis
Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam). Telah dijelaskan

dengan singkat serta jelas pada KUHP, UU ITE serta UU Pornografi

¥ Nia Chusnafariha, ‘Cyber Prostitution Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Islam’
(Semarang: UIN Walisongo, 2017).
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sangatlah melarang perbuatan praktek prostitusi online, walaupun tiap UU
mempunyai peraturan yang beda seperti pada KUHP serta tidak semua
orang yang melakukan kejahatan ini dijerat dengan ancaman hukuman.
Sebab KUHP tidak memberikan larangan terhadap perbuatan prostitusi
online. Tapi KUHP hanya melarang perbuatan prostitusi yang
bergelandangan serta berkeliaran di jalan serta ditempat umum serta juga
melarang mucikari yang dimana apabila seseorang melakukan perbuatan
tersebut bisa dikenakan sanksi penjara serta denda.’

Pada dasarnya penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan peneliti-
peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya, sama halnya yang ada di atas itu
sama-sama membahas mengenai prostitusi online perspektif Figh Jinayah. Akan
tetapi, peneliti mengatakan jika pembahasan pada skripsi maupun hasil penelitian
sebelumnya yang sudah peneliti sebutkan diatas, hanya membahas mengenai
persoalan perspektif Figh Jinayah serta hukum positif tentang prostitusi online
serta tidak membahas dengan luas ataupun dengan khusus mengenai apa saja
pembahasan yang diangkat jika dilihat dari beberapa hasil penelitian di atas.
Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang sekarang yaitu peneliti
akan membahas mengenai pertanggungjawaban mucikari terhadap kasus
prostitusi online anak dibawah umur serta sanksinya dan juga menurut

pandangan Figh Jinayah.

? Hikmah Nurhayani ‘Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum
Naional dan Hukum Islam)’ (Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 16.
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F. TinjauanTeori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Terdapat teori yang membahas mengenai faktor yang menjadi
pertimbangan hakim untuk menentukan suatu perkara, seperti yang sudah
dijelaskan oleh Mackenzie mengenai teori pendekatan yang dipakai oleh
hakim untuk mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap suatu perkara,
sebagai berikut:'’
a. Teori Keseimbangan

Pada teori ini merupakan keseimbangan tentang kepentingan para pihak
yang terkait pada keadaan serta kasus yang ditetapkan oleh peraturan.
Contohnya menyeimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan tergugat,
kepentingan korban serta kepentingan penggugat.
b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim tunduk pada kebijaksanaan atau kewenangan hakim.
Dalam membuat keputusan pengadilan, itu akan menerapkan, atas
kebijaksanaannya, keadaan dan hukuman yang berlaku untuk pelaku dalam
proses pidana atau perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memeriksa
kedudukan para penggugat, baik penggugat maupun tergugat dalam

perkara perdata, maupun terdakwa atau penuntut umum dalam perkara

' Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif (Sinar
Grafika, 2010), h. 105-113.
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pidana. Pendekatan seni digunakan dengan menilai insting atau intuisi juri
daripada pengetahuan mereka. '
c. Teori Pendekatan Ilmuan

Penentuan teori ini merupakan pemikiran jika cara pemberian hukuman
mestinya dikerjakan dengan cara sistematis serta hati-hati dalam
keterkaitannya pada putusan-putusan sebelumnya untuk memberikan
jaminan kepada hakim dalam memberikan hukuman dengan cara konsisten.
Pendekatan ilmiah ini digunakan sebagai pengingat bahwa hakim tidak
boleh hanya mengandalkan intuisi atau naluri dalam memutuskan suatu
perkara, namun itu diberkahi dengan pengetahuan hukum dan wawasan

ilmiah hakim yang meningkat.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu mereka menangani kasus-kasus
yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini karena hakim dapat melihat
bagaimana pengalaman yang dihadapinya mempengaruhi keputusan yang
dibuat dalam perkara pidana atau perdata. Perkembangan dampak yang
ditimbulkan bersifat kasus per kasus dalam kaitannya dengan pelaku,

korban, dan masyarakat.

166.

'"'Valian Trisnanto Budi Jainah, Zainab Ompu, ‘Jurnal Pendidikan Dan Konseling’, 2022, h.
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e. Teori Ratio Decidendi
Teori ini dibangun di atas landasan filosofis yang mendasar dengan
mempertimbangkan semua aspek masalah dan mencari ketentuan hukum
yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran
seorang hakim harus berdasarkan dengan motif yang tepat guna penegakan
hukum yang membawa rasa adil terhadap pihak-pihak yang berperkara.
f. Teori Kebijaksanaan
Teori kebijaksanaan adalah teori yang berkaitan dengan keputusan
hakim dalam persidangan anak. Landasan teori kebijaksanaan menekankan
cinta tanah air, tanah air dan rakyat Indonesia, dan kekeluargaan harus
ditanam, dipelihara dan dipelihara. Selanjutnya aspek teoritis bahwa
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua membimbing, mengasuh,
mendidik, dan melindungi anak agar kelak menjadi pribadi yang berguna
bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.
Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem di mana
hakim atau panel mengadili kasus pidana, yaitu hakim atau panel
menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam bentuk hukuman atau

pembebasan !> Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting untuk

12 Andi Marlina, ‘Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di
Beberapa Negara’, 2022, h. 108.
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mengakui nilai suatu putusan, termasuk (ex aequo et bono) dan kepastian
hukum, termasuk manfaat bagi para pihak yang terlibat."?

Menyeimbangkan adalah dasar dari keputusan dan biasa disebut
penyeimbangan. Dalam perkara pidana, peristiwa yang mempertimbangkan
fakta dan bukti selama persidangan menjadi dasar penetapan kesalahan
hakim. Selain itu, selain memutuskan berdasarkan beberapa teori diatas
hakim sebelum menetapkan amar putusan terhadap penjatuhan pidana
terhadap terdakwa hakim mempertimbangkan berdasarkan dari sisi tujuan

pemidanaan. '

2. Teori Ta’zir
Ta’zir menurut Figh Jinayah ialah salah satu contoh sanksi yang
sanksinya itu tidak terdapat dengan jelas pada A/-Qur’an ataupun Hadits
tetapi masuk kedalam perbuatan yang diatur dengan tegas oleh Allah Swt. "
Jarimah Ta 'zir terbagi menjadi 3 menurut Abd Qodir Awdah, yaitu:
a. Jarimah hudid dan gishash diyat didalamnya terkandung unsur subhat
maupun syaratnya tidak terpenuhi, akan tetapi hal tersebut telah

dianggap kedalam perlakuan maksiat, contohnya mencuri harta

13 Mukti Arto, ‘Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V Yogyakarta’, Pustaka
Pelajar, 2004, h. 140.

'* Ari Wibowo and Ivan Agung Widiyasmoko, ‘Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana
Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika’, Undang: Jurnal Hukum, 4.2
(2021), h. 349.

!5 Hendra Gunawan, ‘Penerapan Hukuman Ta’zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap

Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidimpuan)’, FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu
Keislaman, 4.2 (2018), h 74.
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syirkah, membunuh anak yang dilakukan oleh ayahnya serta mencuri
sesuatu yang bukan miliknya.

b. Jarimah ta’zir merupakan Jarimah yang tidak ditentukan nas,
melainkan penentuan hukumannya itu dikembalikan kepada penguasa,
misalnya memberikan sumpah palsu, saksi palsu, menipu dengan cara
mengurangi timbangan, penipuan, beri ngkar janji, berkhianat terhadap
amanah yang telah diberikan serta menghina agama.

c. Jarimah ta’zir merupakan contoh kejahatan yang dimana pemberian
hukumannya itu semuanya merupakan kewenangan penguasa guna
memberikan kemaslahatan pada masyarakat umum. Bisa dipahami
secara bersama jika sanksi 7« zir ialah sanksi yang ditetapkan oleh
penguasa (hakim), terhadap sebuah perlakuan yang dikerjakan mau itu
melanggar hak Allah Swt. atau hak individu yang memberikan
gangguan terhadap kemaslahatan dimana sifatnya itu memberikan
kerugian bagi masyarakat umum. Sanksi pada 7a zir tidak terdapat
ketentuan dalam menentukan batas sanksinya sebab scluruhnya
diserahkan seluruhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan
semuanya.'®

Itulah mengapa islam melimpahkan seluruhnya kewenangan terhadap

penguasa dalam menjatuhkan sanksi menurut kepentingan masyarakat serta

!¢ Darsi and Halil Husairi, ‘Ta’zir Dalam Perspektif Figh Jinayat’, 4/-Qisthu, 16.2 (2016), h.
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tidak bertentangan kepada nash-nash dan juga prinsip Figh Jinayah. Kalangan
ulama menyepakati segala bentuk sanksi 7a’zir, sanksinya tidak
diperbolehkan mirip dengan sanksi diyat ataupun hudiid.

Terdapat beberapa jenis sanksi Ta zir yaitu'’:

a. Hukuman Mati

Sanksi 7azir menurut syariat islam dasarnya fungsinya itu guna
memberikan pemahaman serta tidak sampai dibinasakan, maka dari itu
sanksi 7a zir tidak diperbolehkan untuk menghilangkan nyawa, melainkan
Fugaha menyepakati ada beberapa pengecualian peraturan umum seperti
membolehkan pemberian sanksi tersebut apabila hal tersebut dikehendaki
guna memberantas perlakuan jahat kecuali dengan cara membunuhnya.
Sama halnya seperti orang yang membuat fitnah, residivis serta pelaku

yang menimbulkan bahaya.

b. Hukuman Penjara

Sanksi penjara menurut pandangan islam membaginya menjadi 2
bagian seperti sanksi penjara terbatas serta penjara tidak terbatas yang
mana sanksi penjara terbatas merupakan pemberian sanksi dengan
terdapat batas waktu mengenai lamanya serta ditentukan dengan cara

tegas. Syafi’iyah menjelaskan jika batasan yang paling tinggi terhadap

7 Hassan Saleh and Hasan Shohibi, ‘Kajian Figh Nabawi Dan Figh Kontemporer’ (Rajawali
Pers, 2008), 465.
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sanksi penjara ialah 1 tahun paling lama, sedangkan Abdullah Az-Zaubair
menjelaskan jika sudah ditentukan lama sanksinya dengan jangka waktu 1
bulan maupun 6 bulan. Kemudian penjara tidak dibatasi waktunya ialah
memberikan sanksi seumur hidup maupun hukuman mati.'®
c. Hukuman Pengasingan
Sanksi pengasingan tergolong ke dalam sanksi had, akan tetapi pada
sanksi itu diberlakukan juga untuk sanksi 7a zir antaranya itu diberikan
sanksi pengasingan terhadap seseorang yang berkelakuan mukhannats
(waria). Sanksi pengasingan itu dijatuhkan sebab adanya kekhawatiran
yang mempengaruhi orang lain, maka dari itulah pelaku tersebut diberikan
sanksi pengasingan guna terhindar dari pengaruh tersebut.
d. Hukuman Cambuk

Sanksi tersebut sangatlah cocok diberlakukan sebab mampu
memberikan efek jera terhadap siapapun yang melakukan kejahatan
seperti Ta zir. Pada Jarimah hudid telah jelas jumlah untuk pelaku
kejahatan, akan tetapi dalam jarimah ta zir hakim diberi wewenang untuk
menentukan berapa banyak cambukan menyesuaikan dengan kondisi
pelaku, lokasi berbuat. Untuk jumlah cambukan yang akan dilakukan

yaitu tidak diperbolehkan lebih dari batas sanksi had."

'* Ahmad Hanafi, ‘Asas-Asas Hukum Pidana Islam’, 1967, h. 299.

% Ahyar Ari Gayo, Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Perspektif Hak Asasi Manusia
(Aceh: Balitbangkumham Press, 2020), h. 22.
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e. Hukuman Denda
Sanksi denda adalah sanksi pokok yang kedudukannya itu tersendiri
serta mampu untuk digabung pada sanksi pokok yang lain. Hal tersebut
dikarenakan tidak melainkan karena sesuatu hal yang dilarang tetapi
penguasa yang memberikan keadilan terhadap kasus kejahatan diberikan
kewenangan guna menetapkan sanksi denda dengan mempertimbangkan
seluruh kondisi pelaku serta waktu dan tempat yang berhubungan dengan
kejahatan®’
G. Kerangka Konseptual
Sesuai pada penyusunan skripsi ini, guna terhindar dari beda pandangan
tentang pemakaian istilah-istilah, itulah mengapa penulis sebuah batas-batas
tertentu, seperti:
1. Analisis

Pengertian analisis menurut kamus bahasa Indonesia kontemporer yaitu:

a. Analisis merupakan proses penyelidikan kepada sebuah kejadian
(perlakuan, mengarang dan yang lainnya).

b. Analisis merupakan proses menguraikan pokok permasalahan terhadap
bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian itu serta keterkaitan antara
bagian guna memperoleh penjelasan yang sesuai terhadap pengetahuan

dengan cara menyeluruh.

20 Juju Samsuddin Saputra, Pidana Denda (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 78.
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c. Analisis merupakan proses memecahkan permasalahan (lewat akal) ke
dalam bagian-bagianya sesuai metode yang konsisten untuk mencapai

penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasarnya.

2. Pengertian Jarimah Ta’zir

Kata T7a'zir menurut bahasa asalnya dari kata “azzara” yang artinya
menolak serta mencegah, bisa juga mendidik, mengagungkan serta
menghormati.?! Dari definisi yang diatas yang sangat sesuai yaitu definisi
pertama ialah mencegah serta menolak, sebab mampu memberi pencegahan
kepada pelaku supaya tidak lagi untuk mengulang kembali perbuatan tersebut.
Lalu definisi yang kedua ialah mendidik, 7« zir diartikan mendidik sebab
Ta'zir ditujukan guna memberikan didikan serta memberikan perbaikan
terhadap perlakuan pelaku supaya mereka sadar akan perbuatan kejahatannya

itu lalu meninggalkannya serta berhenti untuk melakukan perbuatannya.

Terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan mengenai Ta zir sebagai
sanksi yang berhubungan pada pelanggaran terhadap hak Allah Swt. serta hak
hamba yang mana tidak diatur dalam Al-Qur’an dan juga Hadits. Ta zir
memiliki fungsi guna memberi pemahaman terhadap siapapun yang

melakukan kejahatan, juga memberikan pencegahan agar supaya pelaku

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 248.
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tersebut tidak lagi mengulangi kejahatannya.?? Dari sebagian penjelasan yang
dipaparkan di atas, sudah jelas jika fa zir merupakan sebuah istilah dalam
memberikan sanksi terhadap kejahatan-kejahatan, yang dimana sanksinya
tidak diatur oleh syara’. Menurut fugaha’, kejahatan yang sanksinya tidak

ditetapkan oleh syara’ disebut dengan jarimah ta zir.

Ta'zir bisa juga diketahui jika perbuatannya itu terdiri dari perbuatan
maksiat yang mana tidak dijatuhkan sanksi had maupun kafarat.? Jika
menjatuhkan sanksi fa zir, yang mempunyai kewenangan yaitu penguasa
dengan melihat batas maksimal serta minimal, dan juga memberi kewenangan
kepada Pengadilan guna menetapkan batas sanksi.?* Maka dari iu, hakim
diberikan kewenangan dalam menetapkan bentuk serta sanksi terhadap
siapapun yang melakukan kejahatan. Juga supaya hakim bisa mengatur

masyarakat serta memelihara kepentingannya.

Dari penjelasan tadi, maka peneliti menyimpulkan jika #a zir merupakan
suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang yang melakukan kejahatan
dan melanggar hak Allah Swt. maupun hak perorangan serta di luar dari

bagian jarimah hudud maupun kafarat. Hal tersebut dijadikan sebagai

h. 141.

22 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),

3 Djazuli. A, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2000), h. 165.

148.

24 Muhammad Said Al-Asymawi, Nalar Kritis Syari’ah (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), h.
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kompetensi terhadap hakim untuk menetapkan jenis serta ukuran hukuman
ta’zir, dan tetap mempertimbangkan perintah nas dengan teliti sebab hal

tersebut menyinggung mengenai kepentingan umum.?

3. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi dapat dikatakan sebagai pelacuran asalnya dari bahasa latin ialah
pro-situare artinya membiarkan dirinya untuk berzina, melakukan
persundalan, pencabulan serta bergendak. Jika dilihat dari bahasa Inggris
prostitusi bisa juga dikatakan sebagai prostitution yaitu perbedaanya hampir
mirip pada bahasa latin ialah pelacuran, kesusilaan. Seseorang yang berbuat
prostitusi dikatakan sebagai pelacur yang mana disebut juga sebagai WTS

(Wanita Tuna Susila).*®

KBBI menjelaskan jia pelacur asalnya dari kata “lacur” artinya malang,
celaka, sial, gagal dan juga buruk laku. Pelacur merupakan wanita yang
melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran merupakan segala sesuatau
yang menjual dirinya untuk pelacur atau penyundulan.?’” William Benton pada
Encyclopedia Britannica, pelacuran disebutkan bahwa praktek berhubungan
seks yang mana dikerjakan sementara yang dikerjakan dengan siapapun itu

(promiskuitas) guna mendapatkan imbalan seperti uang. Kemudian menurut

548.

3 Nurul Irfan, Figh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 139-140.
26 Kartono Kartini, Patologi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 177.
2T W.1.S Poerdarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h.
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terminologis, pelacuran ataupun prostitusi merupakan menyediakan pelayanan
seks yang mana dikerjakan oleh laki-laki maupun wanita guna memperoleh

uang maupun rasa puas.zx

Kemudian berikutnya pengertian pelacuran yang dikemukakan oleh

Kartini Kartono pada bukunya yang berjudul Patologi Sosial yaitu:

a. Pelacuran ialah sebuah kejadian yang dimana perempuan menjual diri
(persundalan) dengan cara menjual belikan tubuhnya, kehormatan serta
kepribadian kepada orang lain yang tujuannya itu memberikan kepuasan
nafsu akan tetapi dengan sebuah imbalan berupa pembayaran.

b. Prostitusi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls atau dorongan seks
yang tidak wajar serta tidak teratur pada hal-hal melampiaskan nafsu
seksual yang tidak terkendali dengan orang yang banyak ataupun
promiskuitas, yang mana biasa juga dibarengi dengan eksploitasi seksual
yang mana sifatnya itu impersonal tanpa afeksi.

c. Pelacuran merupakan segala sesuatu perlakuan wanita maupun laki-laki

yang memberikan seluruh bagian tubuhnya guna melakukan kegiatan

2 David Estridge Masland, Robert P, Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks
(Jakarta: Bumi Aksara, 1987), h. 134.
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cabul dengan cara seksual yang mana nantinya mereka mendapat

bayaran.?’

Dikalangan masyarakat luas menyebutkan jika perbuatan prostitusi
ataupun pelacuran merupakan persenggamaan antara laki-laki serta
perempuan yang mana diantara mereka tidak terdapat sebuah ikatan
pernikahan yang sah. Kegiatan tersebut terpandang sangat rendah jika dilihat
dari segi sudut moral maupun akhlak, mendapatkan dosa dari segi agama,
perbuatan yang tercela serta jijik menurut sudut pandang masyarakat di negeri
ini. Tapi banyak juga orang yang menganggap jika prostitusi ini sebagai

pekerjaan serta bisnis guna memperbaiki ekonomi.*”

Prostitusi online dibagi jadi 2 kata diantaranya itu prostitusi yang mana
telah dijelaskan artinya di atas serta kata online yang mana arti Bahasa
Indonesia nya itu terhubung. Sesungguhnya 2 kata itu susah jika ingin
diartikan untuk satu pengertian. Jika membahas mengenai prostitusi online
maka berkaitan juga dengan praktek prostitusi ataupun pelacuran akan tetapi
prostitusi online ini memakai media internet maupun online untuk sarana
dalam bertransaksi antara psk serta orang yang mau memakai jasanya. Namun
apabila kita hendak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maknanya, ialah

prostitusi online mrupakan suatu proses bertransaksi kegiaatan pelacur yang

¥ T S G Mulia, ‘Dalam Ensiklopedi Indonesia Yang Sebagaimana Dikutip Oleh Kartini
Kartono’, Patologi Sosial, h. 185.

30 Sahal Mahfudz, Nuansa Figh Sosial (Yogyakarta: Lkis Group, 1994), h. 95.
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mana memakai media online guna alat untuk berhubungan antara psk dan
orang yang mau memakai jasanya. Internet hanyalah menjadi alat
penghubungnya antara sesama mereka, berbeda dengan yang biasanya yang

berada langsung bertransaksi di tepi jalan tanpa menggunakan media internet.

Maka dari itulah perzinahan menjadi faktor utama dari kemelaratan,
pemborosan, pencabulan serta pelacuran. Sebab hal itulah islam memberikan
sanksi yang keras serta berat untuk siapapun yang berbuat perzinahan. Sanksi itu
memanglah terbilang berat akan tetapi jika membandingkan pada apa saja yang

dihasilkan dari kejahatan tersebut terhadap masyarakat sangatlah ringan.>'

31 Al-Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein (Bandung: PT.
Al-Ma’arif, 1995), h. 88.
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I. Metode Penelitian
Metode penelitian meliputi beberapa bagian yaitu pendekatan dan jenis
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data,

teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau
penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi
dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan
Perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa
pendapat para sarjana.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi
normatifnya. Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan
(field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sechingga
dapat dikatakan sebagai: /ibrary based (berbasis perpustakaan), focusing on
reading (fokus pada membaca) and analysis of the primary and secondary

materials (analisis bahan primer dan sekunder).

2. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian memakai pendekatan kepustakaan ataupun kajian literatur
(literature review, literature research) yaitu jenis penelitian yang mengkaji

maupun meninjau dengan cara kritis pengetahuan, gagasan atau penemuan
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yang didapatkan pada bagian literatur berorientasi akademik (academic-

oriented literature).*?

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian tersebut merupakan data sekunder,
ialah data yang tidak didapatkan dengan cara langsung melainkan data
tersebut dalam bentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan

langsung pada apa yang akan diteliti. **

4. Metode Pengumpulan Data
Sumber data dari penelitian yaitu hasil diperolehnya sebuah data. Adapun
sumber data dalam penelitian ini yaitu**:
a. Data Primer
Sumber data dari penelitian adalah hasil diperolehnya sebuah data.
Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:
1) Al-Qur’an Karim
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Putusan Pengadilan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin

32 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017), h. 94.
¥ Sutopo HB, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: UNS Press, 2002), h.
94.

3P Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Rineka cipta, 2006),
h. 87.
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b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang mendukung
informasi untuk bahan sekunder. Di mana bahan Hukum sekunder
melingkupi informasi, buku yang langsung berfokus pada penelitian yang
dilakukan. *

1) Perundang-undangan

2) Buku-buku yang ada di perpustakaan

3) Jurnal-jurnal berbasis nasional dan internasional

4) Internet

5. Metode Pengolahan Data
Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti
pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifving), verifikasi (verifving),
analisis (analysing), dan pembuatan simpulan (concluding).>®
a. Pemeriksaan Data (editing)
Pemeriksaan Data (Editing) ialah proses memilih maupun memeriksa
kembali sumber data yang telah dikumpulkan. Setelah sumber data

terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan

3 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 106.

3 Fakultas Syariah Dan Illmu Hukum Islam IAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karya
Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
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data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat
ketidaksesuaian. 3’
b. Klasifikasi (classifying)

Klasifikasi (Classifying) adalah perlakuan yang dilakukan oleh
penulis dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa
kategori. Penulis melakukan kajian secara mendalam terhadap data-data
yang telah diperoleh yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus
permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data. *
¢. Verifikasi (verifying)

Verifikasi  (Verifying) adalah proses pengoreksian, penyahihan,
pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau
rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran. *° Verifikasi ini adalah
langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengkoreksi

ulang data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi

kekeliruan.

37 Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 86.

¥ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2012), h. 109.

3 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h. 22.



BAB II
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI ONLINE DALAM PUTUSAN
NO.65/PID.SUS/2020/PN.PIN

Dalam persidangan untuk mengetahui suatu permasalahan dalam suatu
dakwaan maka perlu memahami terlebih dahulu kronologi suatu tindak pidana
untuk mendapatkan kejelasan dan hakim dapat menyesuaikan keterangan
keterangan korban, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Maka peneliti akan
memberikan gambaran kronologi kasus tersebut. Kasus tersebut Berawal pada
hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi BRIPTU
MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI masing-
masing anggota Reskrim polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap
terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita untuk
layanan seksual melalui whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa
menyanggupinya, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto wanita dan harga
setiap wanita melalui whatsapp kepada saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH,
MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian terdakwa juga menyampaikan
agar saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR
ABDI, kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi BRIPTU MUH
WIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel
sehingga Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA

HIYAR ABDI memesan kamar di hotel RJL bertempat di jalan Sudirman

33
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Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi BRIPTU MUH.
NURWIJIAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI meminta terdakwa
menyiapkan 2 wanita sehingga terdakwa menghubungi yaitu saksi L dan saksi H
menyampaikan kepada saksi L dan Saksi H bahwa ada tamu yang memesan
layanan seksual dan saksi L dan saksi H mengiyakan, kemudian terdakwa
membawa saksi L ke Wisma RJL dan saksi L di Wisma RJL, kemudian terdakwa
bertemu dengan saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi
BRIPDA HIYAR ABDI didalam kamar sedangkan saksi L menunggu diluar
kamar kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi BRIPTU MUH.
NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI hanya ada satu wanita
dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa menyampaikan harga
pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000,-, lalu Saksi BRIPTU MUH.
NURWIJAYA, SH,MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memberikan uang
kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-, pada saat terdakwa akan keluar dari
kamar memanggil L masuk dalam kamar untuk melayani Saksi BRIPTU MUH.
NURWIJAYA, SH, MH dan Saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian saksi
BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI
langsung menangkap terdakwa.

Pada saat di interogasi terdakwa mengakui saksi MI dan saksi MA alias yang
menyediakan saksi H dan saksi NA untuk dipekerjakan dan memberikan layanan
seksual untuk memperoleh keuntungan 30% hingga 40% dari tariff yang

diberikan dari pemesan. Saksi L yang masih tergolong Anak dan masih berusia 17
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Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020
tanggal 10 Oktober 2011 serta Saksi H yang juga masih tergolong anak dan masih
berusia 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor
7315042907095159 tanggal 26 Desember 2012 (tertuang dalam berkas perkara).*
Maka dari itu pertanggungjawaban tindak pidana pelaku perdagangan anak dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana yang ancaman hukumannya berdasarkan
dakwaan penuntut umum, yang mengajukan permohonan dakwaan dalam perkara
putusan Nomor.65/Pid.Sus/2020/PN Pin, dimana jaksa penuntut umum
mengajukan dakwaan kepada terdakwa Aulia Binti Sapri tanggal 5 Maret 2020 di
pengadilan Negeri Pinrang.

Hakim Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge). Pertimbangan hakim bahwa Penuntut Umum
mengajukan barang bukti sebagai berikut, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk
Yamaha Mio Soul GT Warna putih dengan Nomor rangka
MH31KP001CK 168541, Nomor mesin : IKP 170780 dengan Nopol DP 2261
DK, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna silver, 7 (tujuh) lembar uang
kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)*!.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menimbang, bahwa selanjutnya Majelis
Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

40 ‘putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin’, h. 6.
41 “Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 29



36

kepadanya. Hakim menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim
dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung
dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I
Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana ditambah dan
diubah dengan Undang-undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu
No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I No.23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya
sebagai berikut, Unsur Setiap Orang, Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi
Ekonomi dan atau seksual, dan Unsur Terhadap Anak.*?

Dalam pertimbangannya Hakim menimbang, bahwa dengan memperhatikan
alasan tersebut diatas, maka unsur-unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Unsur
kedua Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual. Hakim
menimbang bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat
alternative, schingga bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara

keseluruhan unsur kedua menjadi telah terpenubhi.

42 “Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”. h. 30
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Sesuai kebijakan konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak

memiliki hak-hak sebagai berikut +*:

a. Hak untuk hidup, anak memiliki suatu hak yang dimana mereka berhak
mendapatkan suatu pelayanan kesehatan serta menikmati segala fasilitas
yang ada seperti mendapatkan makanan, air, serta tempat dia tinggal dan
mendapatkan nama dari orang tuanya;

b. Hak untuk tumbuh dan berkembang, seorang anak mempunya hak untuk
berkembang atau mengembangkan potensinya dimana dalam
mengembangkan potensi dengan mendapatkan suatu didikan dari sekolah
ataupun dari lingkungan keluarganya baik secara formil serta informal,
serta mendapatkan kesempatan bermain bersama teman-teman sebayanya
dan istirahat;

c. Hak untuk memperoleh perlindungan, maksudnya tiap anak berhak buat
dilindungi dari eksploitasi ekonomi serta intim, kekerasan raga maupun
mental, penangkapan ataupun penahanan yang sewenang-wenang dari
seluruh wujud diskriminasi, ini pula berlaku untuk anak yang tidak lagi
memiliki orang tua serta kanak-kanak yang terletak dikampung

pengungsian, mereka berhak memperoleh proteksi;

4 ZWAW Prameswari, ‘Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia’, Yuridika, 32.1 (2017), h. 210.
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d. Hak wuntuk berpartisipasi, maksudnya tiap anak diberi peluang
menyuarakan pemikiran serta ide- idenya, paling utama selaku perkara

yang berkaitan dengan anak;

Hakim menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Eksploitasi menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah**:

e Pengusahaan, Pendayagunaan;

e Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri pengisapan, pemerasan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta
yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember
2019 sekitar pukul 22.30 Wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H.
dan saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota
Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan
dengan eksploitasi seksual terhadap anak.

Dalam pertimbangannya hakim menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal
22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saksi BRIPTU MUH.
NURWIJAYA, S.H., M.H. dan saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH
masing-masing anggota Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan
terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita

pada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk

4 Muhamad Shidqii Faadhilah, Muhammad Fahreza Aliazzra, and Fadli Ammar Tsany,
‘Eksploitasi Seksualitas Perempuan Dalam Iklan Shopee Versi Big Sale 11.11 2020°, Jurnal Audiens,
3.4 (2022),h. 45.
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Oppo A7 warna Silver untuk melakukan pelayanan seksual dan terdakwa
menyetujuinya 4.

Hakim menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengirimkan gambar wanita
melalui pesan WhatsApp serta memberikan harga untuk setiap wanita, kemudian
saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan saksi BRIPTU HIYAR
ABDI menyiapkan kamar hotel di wisma RJL dan terdakwa menyiapkan 2 (dua)
wanita yaitu saksi L dan saksi H, selanjutnya terdakwa datang dengan dibonceng
oleh saksi HW dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih
bersama dengan saksi L, sesampainya di hotel atau wisma RJL, saksi HERLINA
L menunggu di luar sedangkan terdakwa menghampiri saksi BRIPTU MUH.
NURWIJAYA, S.H., M.H. dan saksi BRIPTU HIYAR ABDI yang berada di
lantai 2 (dua) untuk mengatakan bahwa terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) orang
wanita namun baru terdapat 1 (satu) wanita dan 1 (satu) wanita yang lain belum
datang, kemudian saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. menanyakan
harganya dan terdakwa menjawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu
rupiah), kemudian saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. menyerahkan
uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan
kembaliannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nanti di bawah. Tidak
lama kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) menuju keluar hotel atau wisma
RJL dengan maksud untuk memanggil saksi L untuk segera memberikan

pelayanan kepada saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan ketika

43 “Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 4.
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terdakwa baru akan memberikan sebagian pembayaran kepada saksi L, pada saat
itu terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan
barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1
(satu) Unit HP Merk Oppo A7 warna Silver milik terdakwa yang digunakan untuk
berkomunikasi dengan pemesan “¢.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menerima uang
sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak
lain adalah saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. yang melakukan
penyamaran untuk memesan wanita dan keuntungan yang diperoleh L dari
kegiatan eksploitasi seksual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan
terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah). Selanjutnya dalam pertimbangannya Hakim menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim Majelis bahwa
terdakwa telah memenuhi unsur Dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual.*’

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya melalui proses
persidangan, dalam proses persidangan itu penuntut umum dalam hal ini jaksa
akan mengajukan surat berbentuk alternatif karena dakwaannya berbentuk

alternatif jadi majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam

46 Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h.5.

47 Muhammad Ansori Lubis and Lestari Victoria Sinaga, ‘Tindak Pidana Eksploitasi Seksual
(Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No.
1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)’, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2.2
(2020), 55.
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putusan ini majelis hakim memilih dakwaan kedua tentang perlindungan anak

pada pasal 88 JO 76 I tentang undang-undang perlindungan anak. inilah yang

dibuktikan karena terdakwa betul memenuhi unsur dalam pasal dakwaan

kedua*®.

a.

Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggung
jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang
dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa
harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap
diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan Perlindungan Anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana
perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah
diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang
dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar

putusan®’.

Hakim menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda,

dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan

¥ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 32.
49 Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 34.
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Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 tahun 2016
tentang penetapan Perpu No.l tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang tidak mengatur tentang pidana pengganti denda tersebut, maka
Majelis Hakim kembali pada ketentuan KUHP sebagaimana Pasal 30 ayat (2)
KUHP bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka
diganti dengan hukuman kurungan, maka yang akan ditentukan dalam amar
putusan ini.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya melalui proses
persidangan, dalam proses persidangan itu penuntut umum dalam hal ini jaksa
akan mengajukan surat dakwaan berupa uraian tentang peristiwa apa yang terjadi
sehingga seseorang dijadikan terdakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut akan
menjadi ruang lingkup dalam proses pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan
itulah yang akan dibuktikan oleh penuntut umum. Karena eksploitasi anak atau
suatu perdagangan manusia merupakan kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia
karena merugikan orang lain akibat perbuatan yang dilakukan oleh korban .

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah diatur di dalam UU Perlindungan
anak sehingga perlunya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku kepada
korban anak yang masih berumur kurang lebih 17 tahun. Hukuman yang

diberikan juga berlandaskan suatu dakwaan dari penuntut umum itu sendiri.

30 Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h.35.
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Dalam membuktikan surat dakwaan ada alat-alat bukti yang digunakan. Alat bukti
itu seperti yang ada di dalam pasal 184 KUHAP seperti, surat, keterangan ahli,
keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, dan petunjuk. Kemudian majelis
hakim mempertimbangkan terhadap dakwaan yang diajukan penuntut umum,
dakwaannya diajukan oleh penuntut umum yang berbentuk berbentuk alternatif
karena dakwaannya berbentuk alternatif jadi majelis hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap di
persidangan dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam
putusan ini majlis haki memilih dakwaan kedua tentang perlindungan anak yang
unsur-unsurnya pasal 88 jo 76 I UU PERLINDUNGAN ANAK yang unsurnya
menempatkan membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau serta
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak dan inilah
yang dibuktikan karena terdakwa betul memenuhi unsur dalam pasal dakwaan
kedua 3.

Pertimbangan hakim menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap
Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan. Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor
Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka:
MH31KP001CK 168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261

DK, yang telah terbukti dipersidangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik

3! Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 36.
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Hermawan Bin Jamaluddin, maka suda sepatutnya dikembalikan kepada
Hermawan Bin Jamaluddin, sedangkan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan Saksi BRIPTU
MUH.NURWIJAYA, SH, MH. Bin MUH.IDRIS (anggota kepolisian) pada saat
transaksi dengan Terdakwa, oleh karenanya barang barang bukti tersebut
dikembalikan kepada kepada Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA, SH, MH. Bin
MUH.IDRIS sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai
ckonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
Ncgarasz.

Perdagangan anak ialah perdagangan manusia dengan korban yang
dikategorikan sebagai anak-anak atau orang yang berusia dibawah umur atau 18
(delapan belas) tahu kebawah dengan tujuan-tujuan cksploitatif. Anak yang
menjadi korban dari kejahatan eksploitasi haruslah mendapatkan perlindungan
hukum sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam pasal 76 huruf I Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang “setiap orang dilarang
menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak™>. Dalam

menjatuhkan sanksi pelaku yang telah dipertimbangkan kondisi pelaku sehingga

52 Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 5.
33 Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 36.
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terdapat beberapa pertimbangan yakni, hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan terdakwa. Melihat pada Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN
Pin, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pinrang, hakim menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa A dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan
selama 3 (tiga) Bulan >*. Pemidanaan biasa diartikan dengan hukuman bagi
pelaku yang telah melakukan tindak pidana dalam artian tidak terdapat alasan
untuk menghindari suatu hukuman yang telah ditentukan dimana menghindari
atau terhindar dari sanksi atas tindak pidana yang telah diperbuat. Pemidanaan
merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai hukuman
hukuman untuk terdakwa di depan persidangan apa saja yang akan dijabarkan.
Dari ancaman hukuman pemidanaan pada Pasal 88 yang menyebutkan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun maka dari itu
hakim memberikan vonis sanksi kepada pelaku dengan dipertimbangkannya suatu
unsur agar ringannya vonis yang didapatkan seperti Terdakwa belum pernah
dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan juga terdakwa mengakui

dan menyesali perbuatannya >’

. Perlindungan anak merupakan suatu upaya
pencegahan serta pemberantasan perdagangan anak. Usaha yang dilakukan untuk

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

4 Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 36.

35 Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 37.
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masing-masing. Seperti pada kasus perdagangan anak yang ada di kota Pinrang
pada putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. terdakwa dijatuhi pidana dimana
sesuai dengan Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana
ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016 tentang
penetapan Perpu No.l tahun 2016 tentang Perpu No.l tahun 2016 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No.1 tahun 2016 tentang perlindungan
anak. Adanya UU tentang perlindungan anak tersebut membuat efek jera agar
pelaku dapat mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya.
Berdasarkan hasil analisis penulis mengatakan jika fakta dalam persidangan
pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan mucikari prostitusi online, jika melihat
teori  pertimbangan hakim yang dimana dalam putusan Nomor
65/Pid.Sus/2020/PN  Pin hakim dalam menjatuhkan hukuman tentunya
mempertimbangkan beberapa hal seperti hal yang memberatkan dan meringankan
bagi terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa seperti perbuatan terdakwa
meresahkan masyarakat; perbuatan terdakwa mencederai harkat dan martabat
perempuan; perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang
sedang giat-giatnya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi
penerus bangsa dan perlindungan bagi perempuan. Sedangkan hal yang
meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa bersikap

sopan di persidangan; terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim dimana

Terdapat teori yang membahas mengenai faktor yang menjadi pertimbanagan

hakim untuk menentukan suatu perkara, seperti yang sudah dijelaskan oleh

Mackenzie mengenai teori pendekatan yang dipakai oleh hakim untuk

mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap suatu perkara, sebagai berikut:

L

Teori keseimbangan, Pada teori ini merupakan keseimbangan tentang
kepentingan para pihak yang terkait pada keadaan serta kasus yang
ditetapkan oleh peraturan.

Pada kasus ini terdakwa dijatuhi pidana dimana sesuai dengan Undang-
Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang
No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan
diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016 tentang penetapan
Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perpu No.l tahun 2016 tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang R.I No.l tahun 2016 tentang perlindungan
anak. Adanya UU tentang perlindungan anak tersebut membuat efek jera
agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah
dilakukannya.

Teori pendekatan seni dan intuisi, Dalam menjatuhkan putusan, hakim
memeriksa kedudukan para penggugat, baik penggugat maupun tergugat

dalam perkara perdata, maupun terdakwa atau penuntut umum dalam
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perkara pidana. Pendekatan seni digunakan dengan menilai insting atau
intuisi juri daripada pengetahuan mereka.

Dari ancaman hukuman pemidanaan pada Pasal 88 yang menyebutkan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun maka dari
itu  hakim memberikan vonis sanksi kepada pelaku dengan
dipertimbangkannya suatu unsur agar ringannya vonis yang didapatkan
seperti Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di
persidangan, dan juga terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

. Teori pendekatan ilmuan, Penentuan teori ini merupakan pemikiran jika
cara pemberian hukuman mestinya dikerjakan dengan cara sistematis
serta hati-hati dalam keterkaitannya pada putusan-putusan sebelumnya
untuk memberikan jaminan kepada hakim dalam memberikan hukuman
dengan cara konsisten. Dalam kasus tersebut tenunya hakim dalam
menjatuhkan hukuman bagi terdakwa telah memikirkan dengan baik dan
berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara.

. Teori pendekatan pengalaman, Pengalaman seorang hakim membantu
mereka menangani kasus-kasus yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini
karena hakim dapat melihat bagaimana pengalaman yang dihadapinya
mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perdata.
Jika berbicara pengalaman seorang hakim tentunya sudah memiliki
banyak pengalaman dalam persidangan karena dihadapkan dengan

banyak kasus baik itu perdata serta pidana, maka dari itu dalam kasus ini
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hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak terlepas dari
pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim tersebut.

. Teori ratio decindendi, Penalaran seorang hakim harus berdasarkan
dengan motif yang tepat guna penegakan hukum yang membawa rasa adil
terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Dalam menjatuhkan sanksi pelaku yang telah dipertimbangkan kondisi
pelaku sehingga muncullah beberapa pertimbangan yakni, hal-hal yang
dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Melihat pada Studi
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hakim Pengadilan
Negeri Pinrang, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda
sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama
3 (tiga) Bulan.

. Teori kebijaksanaan, Teori kebijaksanaan adalah teori yang berkaitan
dengan keputusan hakim dalam persidangan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya pencegahan serta
pemberantasan perdagangan anak. Usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya masing-masing. Seperti pada kasus perdagangan anak
yang ada di kota Pinrang pada putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.

terdakwa dijatuhi pidana dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I
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No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan
diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016 tentang
penetapan Perpu No.l tahun 2016 tentang Perpu No.l tahun 2016
tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No.l tahun 2016
tentang perlindungan anak. Adanya UU tentang perlindungan anak
tersebut membuat efek jera agar pelaku dapat mempertanggung

jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya.

Pada pertimbangannya hakim menimbang, bahwa terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan
Terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa
telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menurut
hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan
sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menurut analisis penulis mengenai teori yang sudah dijelaskan di atas sudah
sesuai dengan putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin karena dalam memberikan
hukuman, hakim tentunya mempertimbangkan beberapa hal seperti pada teori di
atas sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku mucikari prostitusi online

pada anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Pinrang.



BAB III
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN
PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN.PIN

Pertanggungjawaban pidana dibentuk berdasarkan faktor-faktor kejahatan
pidana serta kesalahan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang kurang cukup
jika orang itu secara sah berbuat sesuatu yang sifatnya melawan hukum serta rumusan
delik pada undang-undang telah memenuhi, akan tetapi perlakuan orang itu
seharusnya memiliki kesalahan. Seseorang yang berbuat kejahatan bisa diberikan
sanksi pidana apabila terdapat sebuah kesalah pada perbuatannya itu. Haruslah dilihat
dulu apa maksud serta tujuan dari sikap batin pelaku apakah kejahatannya itu
dikerjakan secara sengaja (dolus) maupun disebabkan oleh faktor kelalaian (culpa),
sebab keduanya memberikan pengaruh pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.
Bisa ditarik  kesimpulan jika  seseorang seharusnya ~mampu  untuk
mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikerjakan tersebut dan juga melihat pada
segi perbuatannya, perbuatannya wajib untuk bisa dipertanggungjawabkan terhadap
pelaku. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum menentukan
kesalahan pelaku seperti terdapat kesanggupan dalam bertanggungjawab, terdapat
hubungan batin pelaku dengan perbuatannya serta tidak terdapat alasan yang bisa

menghapus kesalahan ataupun tidak ada alasan pemaaf.

Mucikari ialah seorang ataupun kelompok yang bisa memberikan bantuan

kepada pelacur dalam menapatkan pelanggan, yang mana hasil dari prostitusi itu
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mereka mendapat bagian serta mendapatkan keuntungan melalui perbuatannya yang
telah dikerjakan oleh pelacur. Mucikari disini berfungsi untuk menjembatani antara
psk dan pelanggan. Walaupun prostitusi ini telah berkembang dengan cepat sesuai
dengan berkembangnya teknologi informasi bagi para pengguna internet, akan tetapi

peran dali mucikari tersebut tetap berjalan pada prostitusi online.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan prostitusi online diberikan
seluruhnya kepada mucikari, seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 295, pasal
296 serta pasal 506 KUHP. Namun penjelasan pada pasal tersebut tidak dibuat serta
diperuntukkan dalam mencegah terjadinya prostitusi online, itu dikarenakan
penyusunan KUHP fungsinya agar supaya penyelesaian masalah yang umum dimana
terjadi pada kalangan masyarakat. Semestinya diadakan suatu perubahan pada KUHP.
Maka dari itu ada sejumlah aturan perundang-undangan yang di luar daripada KUHP
yang bisa dipakai dalam payung hukum tindak kejahatan prostitusi online anak,

walaupun tidak dengan cara terus terang pada perumusan pasalnya, sebagai berikut™:

1. Pasal 761 jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa
setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual
terhadap anak. Tiap orang yang dimaksud ialah perseorangan ataupun badan

usaha yang memiliki badan hukum serta yang tidak. Bukan hanya seorang

3¢ Laila Nur Fafirani and Diana Lukitasari, ‘Pertanggungjaaban Pidana Mucikari Dan

Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak’, RECIDIVE, 11.2, h. 169.
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mucikari yang meraup keuntungan dari kejahatan tersebut yang mampu
dikenakan hukuman, melainkan siapapun yang memenuhi unsur perbuatan pada
pasal serta unsur kesalahan bisa dijatuhkan pidana. Kesalahan itu harus
dibuktikan pada Undang-undang tersebut yaitu ‘dengan sengaja’. Perlakuan

. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
mengatur larangan menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung ataupun
tidak langsung layanan seksual. Diiklankan yang dimaksud ialah pornografi.
Kesalahan yang mana harusnya dibuktikan pada Undang-undang tersebut ialah
‘menyediakan’ pelayanan seks baik itu dengan cara langsung maupun tidak serta
dikerjakan pada kondisi kejiwaan yang sehat serta tidak mengalami cacat. Pada
undang-undang yang sama, juga larangan prostitusi kepada anak seperti yang ada
pada pasal 37 Undang-undang pornografi.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, mengatur pelarangan korban perdagangan orang
secara paksa dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Kesalahan yang

tercantum adalah ‘dengan sengaja’.

. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang
pelarangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan
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melanggar asusila. Unsur kesalahan yang ada yakni ‘tanpa hak’, ini berarti bahwa
‘dengan sengaja’. Dalam Undang-undang ITE sebelum perubahan, Pasal 52 ayat
(1) juga mengatur pelarangan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(1) terhadap anak.

Perdagangan anak ialah perdagangan manusia dengan korban yang
dikategorikan sebagai anak-anak atau orang yang berusia dibawah umur atau 18
tahun kebawah dengan tujuan-tujuan eksploitatif. Anak yang menjadi korban dari

kejahatan eksploitasi haruslah mendapatkan perlindungan hukum.>’

Sesuai pada putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin terkait pertanggungjawaban
mucikari pada prostitusi online yang dapat dilihat dari undang-undang RI No. 35
tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan undang-undang RI No
17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No.l tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut
analisis penulis hakim memberikan hukuman 3 tahun 6 bulan, penulis menganggap
jika pemberian sanksi tersebut merasa cukup untuk pemberian efek jera terhadap
terdakwa, menurut penulis sanksi itu telah cukup tinggi sebab tuntutan yang
diberikan oleh jaksa penuntut umum selama 4 tahun dan juga hakim dalam
menjatuhkan hukuman tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan yang

memberatkan serta yang meringankan hingga hakim menjatuhkan sanksi terhadap

37 “Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”. h.36.
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terdakwa dengan penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga menetapkan masa penangkapan serta
penahanan yang sudah terdakwa jalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang

diberikan.*®

Jika merujuk pada semua pertimbangan hakim sudah sangat efisien karena
pemberian hukuman dengan vonis 3 tahun 6 bulan dan pemberian denda sudahlah
menimbulkan efek jera. Akan tetapi hakim juga mengeluarkan pertimbangan dimana
ada hal-hal yang meringankan pelaku sehingga vonis yang diberikan tidak terlalu
tinggi. Dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa hakim sudah menimbang hal-
hal yang dimana dapat memberatkan serta meringankan vonis tersebut. Melihat pada
Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hakim Pengadilan
Negeri Pinrang, hakim memberikan hukuman A dengan pidana penjara selama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan

Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan®.

Apabila melihat pada putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin terbuka secara jelas
yang telah terdapat beberapa keterangan yang diberikan oleh saksi yang berjumlah 8
(delapan) orang yang dimana 2 (dua) orang merupakan polisi yang melakukan penyamaran,
dan barang bukti. Terdakwa juga terus terang mengakui apa yang telah diperbuatnya. Kasus

eksploitasi manusia sangatlah meningkat dari tahun ketahun baik itu eksploitasi perempuan

3% “Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”. h.37.
39 “Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”. h.38.
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maupun anak-anak yang masih kecil. Pemberian sanksi pemidanaan yang diberikan kepada
pelaku yakni memberikan suatu pengefek jeraan yang bertujuan memberikan pendidikan
ilmu, sanksinya bertujuan pula digunakan untuk memberikan vonis hukuman untuk pelaku
pemidanaan yang pemberiannya secara jelas sebab aspek yang masuk dalam suatu
pemidanaan memikul perbuatan terhadap terdakwa ke korbannya dan bisa juga di orang

yang tidak dikenal berada dilingkungan sekitarnya.*’

Belum terdapat aturan yang mengatur dengan rinci guna menangkap siapapun yang
bersangkutan ke dalam prostitusi melalui media hingga membuat sulit para aparat hukum.
Guna menangkap semua yang bersangkutan ke dalam kejahatan prostitusi melalui media
online menggunakan pasal-pasal yang terdapat pada sejumlah peraturan yang berlaku di
negara ini. Akan tetapi perundang-undangan Cuma mengatur mengenai pemidanaan
terhadap mucikari saja dan tidak mengatur penjatuhan pidana bagi para pemakai jasa
pelayanan seksual. Dan juga melarang bagi mucikari prostitusi online yang melibatkan anak-
anak yang masih berumur dibawah 18 tahun sebagai pekerja hanya dijelaskan pada undang-

undang perlindungan anak, undang-undang ITE serta undang-undang pornografi.

% Bambang Wamulyo, Pidana Dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120



BAB IV
PERSPEKTIF JARIMAH TA’ZIR TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN
PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN.PIN
Hukum islam menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana
memberikan beban terhadap seorang karena perbuatan yang diperbuatnya atas
kemauannya sendiri walaupun orang tersebut tahu jika perbuatannya itu termasuk
perbuatan terlarang. Tanggungan tersebut dilimpahkan untuk orang yang mukallaf
serta telah baligh. Perbuatan maksiat termasuk ke dala bagian penting yang dijadikan
sebagai landasan adanya pertanggungjawaban pidana menurut figh jinayah. Hal itu

juga menjelaskan jika tidak terdapat sanksi bagi orang yang tidak melakukan pidana.

Hukum Islam menjelaskan jika sanksi mempunyai tujuan guna pemberian
rasa nyaman serta tentram pada kehidupan bermasyarakat. Sanksi yang lainnya juga
menjadi sarana guna mengedepankan kepentingan masyarakat hingga ukuran

penjatuhan hukuman seharusnya sejalan kepada kepentingan tersebut.

Kejahatan prostitusi melalui media online ialah perbuatan yang sangat kejam
serta dekat dengan perbuatan zina dan dalam aturan Allah Swt. melarang bagi
siapapun untuk melakukan perbuatan tersebut dan jika ada seseorang yang dengan
sengaja berbuat kejahatan tersebut hukumnya wajib diberikan sanksi yang akan
menimbulkan efek jerah serta penegakan kebijaka Allah Swt. selain itu figh jinayah

menyebutkan bahwa perbuatan zina itu termasuk ke dalam perbuatan seksual yang
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mana dikerjakan secara sengaja serta tidak disertai dengan suatu ikatan yang sah

(pernikahan).

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 2

B85
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Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS. An-Nur : 2).

Selain itu mucikari yang dengan cara langsung maupun tidak langsung
melakukan penjualan serta pengeksploitasian perempuan dari bermacam kalangan itu

sudah dijelaskan dengan rinci jika perbuatan tersebut terlarang.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:33
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Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian memaksa budak perempuan kalian untuk berbuat
pelacuran, padahal mereka menghendaki kesucian, karena kalian ingin
memperoleh keuntungan duniawi. Dan siapa saja yang memaksa mereka,
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sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka yang
dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu” (Surah An-Nur ayat 33).

Ayat di atas mennjelaskan dengan tegas jika seorang mucikari ialah pekrjaan
yang haram sebab memberi pelayannan guna membuat mudah semua kegiatan seks
yang dharam menurut syariat. Sanksi untuk seorang mucikari bisa dikenakan
menggunakan sanksi ta zir ataupun kaffarah. Sanksi itu ialah sanksi yang sifatnya

untuk mencegah supaya pelaku tidak mengulang kejahatan yang sama.

Sanksinya fa zir ialah sanksi yang tidak ditentukan oleh syara’ serta diberikan
seluruhnya pada penguasa dalam menjatuhkan sanksi. Dimana ketentuan sanksinya
diberikann seluruhnya penguasa atau Hakim. fa zir juga bisa mengalami perubahan
sesuai perubahan masyarakat dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat lain, dan
juga unsur-unsurnya juga bisa berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan

penguasa-penguasa Negara.®!

Kejahatan tersebut ialah termasuk ke dalam kontemporer serta bisa dikatakan
sebagai perbudakan modern. Butuh adanya kebijakan dari penguasa untuk bertujuan
agar diberikan hukuman sangat berat untuk siapapun yang melakukan perbuatan
tersebut dan meresahkan. Perbuatan tersebut membutuhkan perhatian khusus dari
peserta ataupun penguasa, penjaga keamanan negara, lingkungan serta kelompok dan
juga terutama orang tua guna kompak dalam menahan sesuatu agar tidak terjadi serta

laporkan jika mendapatkan kejahatan tersebut.

o Islamul Haq, Figh Jinayah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21.
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Apabila dilihat dari perspektif figih jinayah pada putusan PN Pinrang Nomor
65/Pid.Sus/2020/PN Pin bahwa pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi
online dikenakan jarimah fa zir. Pemberian sanksi ta zir disetarakan pada kejahatan
yang sudah dilanggar seseorang berupa pemberian sanksi penjara, pidana kurungan,
hukuman denda, dan lainnya. Namun apabila dilihat pada figih jinayah, sanksi
diberikan oleh Hakim haruslah tetap diberikan sebagaimana atas perbuatan dari
pelaku, dan juga sebagai pertanggung jawaban atas yang telah diperbuat agar tidak
ada lagi yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hukuman dijatuhkan kepada
pelaku kejahatan tersebut dengan tujuan tidak ada yang melakukan kejahatan yang

sama di masa yang akan datang.

Apabila melihat Al-Qur’an ataupun di dalam hadist, tidak dijelaskan dengan
tegas serta terperinci hingga proses penjatuhan sanksi ta’zir dikembalikan pada
penguasa, tentunya penjatuhan sanksi tersebut sudah melalui beberapa petimbangan,
hakim pada pemberian pembelajaran dan pengetahuan dan juga dicegah agar

kejahatan itu tidak terjadi lagi.®?

Penjatuhan sanksi kepada pelaku dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN
Pin, dengan gugatan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Hakim
pada putusan ini mengatakan bahwa terdakwa tersebut betul dengan sah dan salah

sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan yang teratur pada Undang-Undang Republik

%2 Moh Khasan, ‘Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam’,
Media Pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding, 6 (2017), h. 29.



61

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor
23 Tahun 2002, tentang pelaku perdagangan anak yang dilakukan oleh terdakwa,
mengenai beberapa pendapat tersebut, sudah tepat pada pembuktian jaksa penuntut
umum dengan dihadirkannya saksi serta barang bukti seperti “1 (satu) Unit sepeda
motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor rangka

MH31KP001CK 168541, Nomor Mesin : IKP-170780,, dengan Nopol DP 2261 DK, 1
(satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna silver, 7 (tujuh) lembar uang kertas
pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).” Bahwa terdakwa terlibat langsung
dalam perdagangan anak, dengan itu sanksi hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam)
bulan serta juga pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

selama 3 (tiga) bulan.®

Uqubah ialah pemidnaan dalam Bahasa Arab yang dipakai untuk memberikan
sebuah pembalasan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan dimana bertentang
dengan yang ditentukan oleh syara’. Pemidanaan juga biasa dikatakan bahwa seorang
yang melawan hukum diberikan derita. Pemidanaan berfungsi guna memberi

keselamatan serta pencegahan kemudharatan pada masyarakat.

Mucikari pada prostitusi online memiliki peran sebagai perantara bagi PSK

dengan siapapun yang memakai jasanya. Sanksi yang dijatuhkan untuk mucikari

63 “Putusan Pengadilan Negeri Pinra ng No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”. h.38.
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diberikan seluruhnya kepada lembaga 7a zir yang bersifat sanksi pencegahan supaya

seorang tidak lagi berbuat kejahatan yang sama.

Menurut analisis peneliti mengatakan jika melihat teori fa zir, Pemberian
sanksi dalam kejahatan fakzir sanksinya tidak diatur syara tapi diberikan seluruhnya
pada penguasa dan penentuan hukumannya sama pada perbuatan yang diperbuat
karena dasar hukum fazir itu sendiri tidak terdapat di dalam Al-Qur’an maupun
Hadist. Hukuman ta ’zir pada human trafficking ada 3 jenis seperti, sanksi pokok,
sanksi mengganti, dan sanksi penambahan. sanksi pokok pada kejahatan ini
merupakan pidana mati serta termasuk sanksi had. Sanksi pidana mati tersebut
diberikan jika pelaku berbuat kejahatannya itu dengan cara berkali-kali dan
sebelumnya sudah diberikan sanksi, kemudian jika terdakwa berbuat kegaduhan yang

akibatnya itu memunculkan keributan di muka bumi.**

Apabila sanksi tersebut tidak sepadan dengan perbuatannya telah diperbuat si
terdakwa, hingga upaya yang lainnya ialah sanksi pengganti yang seperti sanksi
penjara. sanksi penjara terbagi atas 2 seperti sanksi penjara terbatas oleh kapan dan
sanksi penjara tidak terbatas. Dimana hukuman penjara adalah salah satu alternatif
yang dijadikan sanksi bagi para pelanggar aturan yang telah dibuat. Agar

menimbulkan efek jera kepada laku dimana hukuman penjara seseorang tidak dapat

4 Meila Astriyani Abdullah, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencurian
Oleh Anak Di Bawah Umur Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis
Putusan No. 19/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Kdi Dan Putusan No. 13/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Kdi)’
(IAIN KENDARI, 2017), 75.
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melakukan aktivitas seperti pada umumnya karena dibatasi di dalam ruang penjara

saja.

Hukuman Penjara terbatas merupakan sanksi diberikan batasan waktu kepada
pelaku dalam menjalankan hukumannya, selain itu dapat pula penjara yang dibatasi
sampai pelaku bertaubat. Maka dari itu, hakim bisa berbuat dengan fakta serta
pemberian sanksi tidak lebih juga tidak kurang dari sanksi yang harusnya dijatuhkan
oleh pelaku, dan juga sanksi tambahannya itu seperti menyita dan juga membayar

denda.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan

fakta yang ada maka dapat disimpulkan analisis penelitiannya sebagai berikut:

1.

Pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus
prostitusi online dalam putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin. Hakim
menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan, Perbuatan
Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa mencederai
harkat dan martabat perempuan, Perbuatan Terdakwa bertentangan
dengan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberikan Perlindungan
terhadap Anak sebagai generasi Penerus Bangsa dan perlindungan bagi
perempuan. Adapun Keadaan yang meringankan ialah, Terdakwa belum
pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa
mengakui dan menyesali perbuatannya. Menurut analisis penulis
menjelaskan jika pemberian hukuman dalam kasus ini sudah sepadan
dengan apa yang sudah terdakwa lakukan karena perbuatan terdakwa
menimbulkan banyak kerugian bagi orang lain. Dan hukuman yang

diberikan tidak jauh dari yang penuntut umum berikan.
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2. Penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam
kasus prostitusi online berdasarkan putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin
secara jelas yang telah terdapat beberapa keterangan yang diberikan oleh
saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang yang dimana 2 (dua) orang
merupakan polisi yang melakukan penyamaran, dan barang bukti.
Terdakwa juga terus terang mengakui apa yang telah diperbuatnya.
Belum adanya regulasi yang mengatur secara terperinci untuk menjerat
para pihak yang terlibat dalam prostitusi online sehingga menyulitkan
penegak hukum.

3. Perspektif jarimah ta’zir terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam
kasus prostitusi online berdasarkan putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin.
Hukuman yang diberikan kepada mucikari diserahkan sepenuhnya kepada
lembaga ta’zir dengan sifat hukuman untuk mencegah agar tidak
melakukan kejahatan yang sama. Pemberian sanksi dalam kejahatan
takzir sanksinya tidak diatur syara tapi diberikan seluruhnya pada
penguasa dan penentuan hukumannya sama pada perbuatan yang
diperbuat karena dasar hukum fa zir itu sendiri tidak terdapat di dalam
Al-Qur’an maupun Hadist. Hukuman ta zir pada human trafficking ada 3
jenis seperti, sanksi pokok, sanksi mengganti, dan sanksi penambahan.
sanksi pokok pada kejahatan ini merupakan pidana mati serta termasuk

sanksi had.
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B. Saran

Penulis berharap penegak hukum seyogyanya lebih bersikap tegas untuk
pengambilan sesuatu tindakan atau putusan, bukan hanya pada pelaku tetapi juga
dengan saksi dan penegak hukum lainnya yaitu dengan berpedoman di segala
peraturan yang sudah ada serta memantau keadaan lain dari putusan yang
tercantum mengenai keadaan meringankan dan memberatkan tersebut. Selain itu,
penulis berharap juga, bukan hanya penegak hukum saja yang paham akan segala
aturan tetapi masyarakat juga harus paham akan aturan-aturan tersebut apalagi
kasus-kasus yang berhubungan dengan anak dibawah umur yang dapat merusak
moral dan merusak mental anak. Dengan hal tersebut, masyarakat tidak

membiarkan kasus-kasus seperti ini terus berkembang.
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yang telah didaftarkan o)
Setasa tanggal 25 Fobruari 2020, No. 39/ Gngaditan Negerl Pinrang poda hari
Terdakwa menghadap sendis. Pendvsk/Pan2020;

.

%
Penetapan Majelis Makim N, .mmm

omor

- Berkas perkara dan surat-surat lain
9 bersangkutan;

Setelah mendengar kete . 3

memperhatikan bukti surat dan barang . .

untutan pidana yang diojukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokok . % s

1.

3.

Menyatakan terdakwa AULIA Binti SAPRI telah torbukti can
meyakinkan be: lah melakuk tncak pi “molakukan, mon N
melakukan atau turut melakukan menggunakan atau memanfaatkan
korban undak pidana perdagangan orang dengan cara melakub
persctubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak
pidana perdagangan crang. werkerjokan korban tndak pidana
perdagangan orang untuk » [ k cksploitasi, atau
mengombil keuntungan darl hasil tindak pidaona perdagangan orang”
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 UU RI Nomor
21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindok Pidana Perdagangan
Orang sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AULIA Binti SAPRI dengan
mewlanon(m)WGmdomma,_
200.000.000.- (dua ratus jula rupiah) dikurangi selama terdakwa
tahanan sementara;
B_”pﬂ bukti berupa .
“\/1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Wama

al }‘/Putih dengan Nomor rangka : MH3I1KPOO1CK168541, Nomor

Mesin : IKP-170780, dengon Nopo! DP 2261 DK;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Wama Silver;
7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu
rupiah).
Dirampas untuk Nogars
wza—vxwwsmmm
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4. Menetapkan

Rp.
5.000.- (wn.whm'“”“ mombayar biaya perkara sebesar

fibu rupinh);

Setelah mendengar sihat Hukum
Terdakwa yang diasia pembolaan Terdokwa dan Pena .
Memohon kepada km::":;m tertulis yang pada pokoknya Wb‘:::m e
PUtUSaN yang ser jolis Hakim agar kiranyn berkenan g
G ngan-ringannya dongon pertimbangan Tordakwa -
ik m‘"’""’ﬂﬂnﬂn. Terdokwa mengakui dan menyesali serta berja

ngulangl perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan
mmmemwhnmmmpmm:
Tocd ‘m:"""'" mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
¥ang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan-telah pula mendengar tanggapan
(Duplik) terdakwa dan Penasihat Hukumnya torhadap Replik Jaksa Penuntut
Umum tersebut bahwa Penasihal Hukum Tordakwa juga menyatakan tetap
pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagal berikut:
Pertama
——Bahwa Terdakwa AULIA Binti SAPRI bersama-sama dengan saksi MUH.
ISRA alias ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias
BUNDA ADHE binti ZAENAL (masing-masing berkas terpisah), pada hari
Minggu tanggal 22 Desember 2019 seckitar pukul 22.30 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain
di sekitar tahun 2019 bertempat Hotel/Wisma RJL di Jalan Jend. Sudirman Kec.
Watang Sawitto Kab. Pinrang, atou setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara inl, “melakukan, menyuruh
meolakukon atau turul melakukan menggunakan atau memanfaatkan korban
> pidana pordagangan orang dongan cara melakukon porsotubuhan atau
cabul lainnya dengan korban lindak pidana perdagangon orang,
— korban tindok pidana perdagangan orang untuk meneruskan
oksploitasi atau mongambil kountungan darl hasil tindak pidana
perdagongan orang’. dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara

sebagai berikut:
£ al pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00

wita saksl BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA
HIYAR ABDI masing-masing anggota Reskrim polres pinrang mmume

Hataman 3 cari 38 Putusan Nomor 65/P%t Sus/2020/PN Pin
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k URWIJAYA,
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Mng..,"n
terhadap tordakwa dongan cara molakukon penyamaran

dengan
hepads ‘:::::"d::nun untuk layanan soksual melalui whatsapp
mengirimkan foto-foto l.: . s
kepada saksi aRlev;nnu: L mm::::
HIYAR ABDI, xemudian . NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRI o
BRIPTU MuN, Nuaw.,,mwm juga menyampaikon agar ”a E
menyiapkan A, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR A
g m""'w"" hotel sehingga Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA.
BRIPDA HIYAR ABDI memesan kamar di hotel RJL
bertempat di Jatan Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten
Pintang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan
saksi BRIPDA HIYAR ABDI mominta terdakwa menyiapkan 2 wanita
schingga terdakwa menghubungl yaitu saksl LINA dan saksi HAMIDA
menyampaikan kepada saksi LINA dan saksi HAMIDA bahwa ada tamu
yang memesan laynnan soksual dan saksi LINA dan saksi HAMIDA
mengiyakan, kemudinn tordakwa membawa saksi LINA ke Wisma RJL
dan saksl HAMIDA akan menyusul ke WISMA RJL, sesampainya
terdakwa dan saksi LINA di wisma RJL, kemudian terdakwa bortemu
dengan Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA
HIYAR ABD! didalam kamar sedangkan saksi LINA menunggu diluar
kamar, kemudian terdakwa menyampakan kepada Saksi BRIPTU MUH.
NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI hanya ada satu
wanita dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa
menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000.-, lalu
Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksl BRIPDA HIYAR
ABD! memberikan uang kepada terdakwa scbesar Rp. 700.000.-, pada
sant terdokwa akan keluar dari kamar memanggil saksl LINA masuk
mar untuk melayanl Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH,
dan saksl BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian Saksi BRIPTU MUH.
SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI langsung
terdakwa;
uhwapﬂ“”‘wmm.“m’ ISRA alais
ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alins BUNDA
ADME bint ZAENAL yang menyediakan saksi HAMIDA dan saksi
NURUL AISYAH untuk dipekerjakan dan memberikan layanan seksual
untuk memperolen keuntungen 30% hingga 40% dari tarif yang berikan

darl pemesan;

R
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- m‘
masin ‘fammmugw SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN yang
Kutipan Ay dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan
Okiober 2 Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10
juge m:‘t::: Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDOIN yang
Fotocopy il Y Anak dan masih berusia 17 Tahun sesual dengan
o " Keluarga Nomor 7315042007095159 tanggal 26
Perbuatan -rmmn % S e
Pasal 12 UU Ri Nomar 21 m o con SRR
tentang Pemberantasan Tindak
Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUMPIdana.
ATAU

KEDUA :
— Bahwa Terdakwa AULIA Binti SAPRI bersama-sama dengan saksi MUH.
ISRA alias ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias
BUNDA ADHE binti ZAENAL (masing-masing berkas terpisah), pada har
Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar puieul 22.30 wita atau setidak-
tidaknya paca suatu wakiu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain
di sekitar tahun 2019 berternpat Hotel Wisma RJL di Jalan Jend Sudirman Kec.
Watang Sawitto Kab. Pinrang. atau setidak-tdaknya padn suatu tempat yang
masih termasuk dalom daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang
berwenang untuk memernksa dan mengadill perkara ini, “menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakuxan atou turutl sera melakukan
eksploitas secara ckonemi dan atau seksual terhadap anak®, dimana
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berkut -

« Berawal pada harni Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00

saksi BRIPTU MUH. NURWLJAYA, SH. MH dan saksi BRIPDA

e

—— WTD
.m Ry AR ABDI masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan

. "‘.‘ A "_.‘:mnghaaw

terhacap tercakwa dengan cam melakukan penyamaran

J \ Mmmmmmmmwmumw

mmmmmwmmw“mmw

xepada saks! BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA

HIYAR ABDL. kemudian erdakwa juga menyampaikan agar saksi

MUH NURWIJAYA. SH. MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI

ol kamar hotel sehingga Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA,

mﬂv:::: saksi BRIPDA HIYAR ABDI memesan kamar di hotel RJL
SH. M

pesompat ¢ Jalan Sugirman Kecamatan Watang Sawitio

mwsm:ammmmm



:::""' kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan
BRIPDA Hivar ABO! meminte ot menyiapkan 2 wanita
“ehingga terdakwa HAMIDA
menyampesan menghubungl ynitu saksi LINA dan saksl
S kepada saksi LINA dan saksl HAMIDA bahwa ada tamu
“mesan layanan seksual dan soksi LINA dan saksi HAMIDA
mz:krm“’“’“ lordakwa membawa saksl LINA ke Wisma RJL
IDA okan menyusul ke WISMA RJL. sesampainyd
mmwumammmwbnmm
dengan Saksi BRIPTU MUH NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA
HIYAR ABDI didalam kamar sedangkan saksi LINA menunggu diluar
kamar, kemudian terdaowa menyampaikan kepada Saksi BRIPTU MUH.
NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI hanya nda satu
wanita dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa
menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000.-, lalu
Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MM dan saksi BRIPDA HIYAR
ABD! memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000.-, pada
saat terdakwa akan keluar darl kamar memanggi! saksi LINA masuk
dalam kamar untuk melayani Saksi BRIPTU MUH NURWIJAYA, SH,
MH dan soksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian Sakxsli BRIPTU MUH.
NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI  langsung
menangkap terdakwa;

e bahwa pada saat dintrogasi tordakwa mengakul saksi MUH. ISRA alais
ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alas BUNDA
ADHE bintl ZAENAL yang menyediakon saksi HAMIDA can saksl
NURUL AISYAH untuk dipekerjokan dan membenkan layanan seksual

s :-;-’ untuk memperoleh keuntungan 30% hingga 40% dari tarif yang berikan
e fi pemesan;

3 ““o,‘\""l\n‘b'," Soksl HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN yang
..:'.. p o } . '“mmmw*l’mwm
\ 'l"' fufipan AMa Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10

N, Gitober 2011 serta Saksi HAMIDA Atias MIDA Binti BAHARUDDIN yang

- ]'ugn masih 16rgolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042007005159 tanggal 26
Desember 2012 (tertuang dalam berkas perkara).

Perbuatan Tercakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 88 Jo Pasal 76 1 UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI

No.23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak sebagaimana ditambah g

» © ciart 39 Ay , 65Pt Sus2026/PN Pin
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diubah dengan UURI No. 1
2016 tentang Perubahan
Perlindungan Anax Menjadi

7 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun
Kedua Atas UURI No.23 tahun 2002 tentang
> Undang-Undang.

enimbang, bahwa lerhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsl;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagal berikut
1.

H dibawah

dengan adanya Terdakwa melakukan transaksi kegiatan
layanan seksual;

Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu. tanggal 22 Desember 2019 sekitar
pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,

Bahwa Terdakwa tertangkap karena pada saat Saksi don rekan saksi yaitu
Briptu Hyar Abdl Bin Hamzah darl satuan unit Reskrim kepolisian resont
Pinrang menerima informasi dan masyarakat bahwa di Wisma RJL di Jalan
Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering
terjadi transaksi kegiatan layanan seksual sehingga dilakukan ponyelidikan
atas informasi tersebut,

- Bahwa komudian Saksi dan saksi Briptu Hyar Abdi Bin Hamzah langsung
melakukan penyelidikan dan menuju Wisma RJL di Jalan Jonderal Sudirman,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk  melakukan

T T penyamaran dengan dengan cam memaesan wanita untuk layanan seksual
-Mn Tordaokwa Aulin Binti Sapri melalui Whats up don pada saat ity
.:r-'unkw-“ Aulia menyanggupl dan mengirimkan gambar wanita melalui
- k Y ‘; Whats up serta membernkan harga untuk setiap wanita;
L 'BAnka kemudian Terdakwa Aulia Biati Sopn menyampaikan agar disiapkan
" ““liimar hotel sehingga Soksi dan saksi Briptu Hyar Abdl Bin Homzah
2, wwamunfmmmmmw
S iapkan 2 {dua) wanita yang akan melayani layanan seksual,
. Bohwa sekitar pukul 22,30 WITA. Terdakwa Aulin Binti Sapr datang
dengan di bonceng oleh Sdr Hermawen dengan menggunakan sepeda motor
Yamahe Mio Soul wems SUln @i} SSCIENG WNER Yang bemams LiNA,
S 1 erdakwa Aulia Binti Sapri nak keatas lantal 2 dan bertemy

Abdi Bin Hamzah didalam
dan saksi Briptu Hyar kamar
dengan Saksi %’

Malaman rmxmmcmmmm
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! Terdakwa Aulin Bing
| yaitu LiINA dan MIDA
sedangkan MIDA
Bahwa awalnyn
dan Tordakwa
PUluh riby

Soprl mongatakan tatah menyiapkan 2 (dun) wanita
namun bary nda 1 {satu) orang dibawah yoitu LINA
bolum datang;
Sakal tolah monanyakan barapa hargn darl wanila torsebut
Aulia Binti Sapr mongatakan Rp.850.000,-(Dolapan ratus lima
fuplah) 1 (satu kan poakni) namun pada saat itu Snkal melakukan
::“::‘M"":” tercapai kesopakotan dengan hargn Rp.650.000.-{enam
fbu rupiah) satu kali pakal, kemudian Saksl menyorahkan
::“"""""’-’Wﬁﬂ.-anmmmmmem
Sapri dan uang torsebut ditorima sendirl oloh Tordakwa Aulia Bintl Sapr)
sambil mengntakan untuk kemballannyn nanti dibawah;
Bahwa saetelah iy Terdakwa Aulia Binti Sapri turun kebawah dan keluar dari
MMMMWumwmmmudldM
untuk segera naik keatas untuk melayani pemosan dan Tordakwa Aulia Bintl
Sapri juga baru akan menyerahkan uang yang soksl serahkan tadi kepado
LINA namun pada saat itu Terdakwa Aulia Bintl Sapri langsung diamankan
oleh Petugas yang telah bersiap diluar bersama barang buktli berupa uang
sejumiah Rp. 700.000.- (tujuh ratus rbu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek
Oppo A37 wama silver milik Terdakwa Aulia Binti Sapri yang digunakan
untuk berkomunikasi dengon p d L layanan seksual
wanita beserta harganya;
- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri mengakui bayaran yang akan Terdakwa
Aulia Bintl Sapri terima otas p lay ok | darl LINA pada sast
" iu adalah sojumiah Ro. 150.000,- (seratus ima puluh ribu rupiah) dan LINA
» ‘:‘ 7 ndapatkan uang sejumiah Rp. 500.000.- (ima ratus ribu rupiah);
+ > :a'wo wanita-wanita lersebut melayani pemesan  yang teloh membayar
= o Tordakwa Aufia Bintl Saprl dengan cara melokukan persetubuhan
‘:.’ Kknya suami istri dengan pemesan disuatu tempal sepertl wisma otau
. ~ I
g Bat 2 wanita yanp digunakan Terdakwa Aulia Binti Sapri untuk ditawnran
kepada pemesan layanan secksual pada saat Terdakwa Aulion Binti Sopri
ditangkop adalah LINA (barusia 15 tahun) dan MIDA borusia 17 (tujuh balas)
- :::::‘ﬂ monurut WKUM dart Tordakwa Aulia Bintl SGM. yong tolah
xan layanan soks kopada pelanggan di wilayah Kabupaten Pinrang,
Aulia Bintl Saprl yaitu Saksl Isra, Soksl Bunda Ade o
selain Terdakwa an

> .
S -
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- Bahwa Saksi m
°ngenali dan membenarkan barang bukti diperlihatkan
dwmggn: yang

- T
erhadap keterangan  saksl, Terdokwa memberikan pendapat
MOHOW;

2 Sakal BRIPTU WIYAR ABDI Bin MAMZAM, dibawah sumpah pada

mﬂ | Y@ menerangkan sebagai borikut:

Saksi telah melakukan penangknpan ternadap Terdakwa
mﬂ'h:n"mmm. adanya Tordakwa melokukon transoksl kegiatan
Bahwa keladiannya pada har Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sckitar
pukul 23.00 WITA bertempat ¢i Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,

Bahwa Terdakwa tentangkop korena pada saat Saksi dan rekan saxs! yaitu

Briptu Muh. Nurwijaya, SHMH. Bin Muh ldris dan satuan unit Reskrim

kepolisian resont Pinrang  menerima Informasi dorl masyarakat bahwa  di

Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto,

Kabupaten Pinrang, sering terjadi transaksi  kegiatan layanan seksual

sehingga dilakukan penyelidikan atas informasl torsebut,

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Brptu Muh. Nurwijaoya, SH.MH. Bin

Muh.ldns langsung melakukan penyeldkan dan menuju Wisma RJL di Jalan

Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto. Kabupoaten Pinrang untuk
P “.-\mohkuknn penyamaran dengan dengan carn  memesan wanita untuk
: '_*"@.mn seksual kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri melalul Whats up dan
/L {‘. adn saat itu Terdakwa Aulia menyanggupi dan mengirimkan gambar wanita
I 1 + i Bthlul pesan Whats up sorta memberikan harga untuk sotiap wanita;

' a kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapn menyampaikan agar disiapkan

‘¥omar hotel sahinggn Saksi dan saksi Briptu Muh. Nurwijoya SH MH. Bin

mem-vwwumnmmmmnm

mwmmzm)whmmm layanan

seksual; .

. Bahwa sekitar pukul 22,30 WITA, Terdakwa Aulia Binti Sapri datang
dengen di bonceng oleh Sdr.Hormawan dengan manggunakan sepeda motor
yamaha Mio Soul wama pulih dan secrang wanita yang bemama LINA,
kemudian Terdakwa Aulia Bintt Sapri nak keatas lantal 2 dan bertemu
dengan Saksi dan saksi Briptu Muh. Nurwijoya, SHMH. Bin Muh Idris

didalam kamar MT""MMB"‘"WW"%

9 cat 38 Putusan Nomor 65Pr Suz/2020PN Pin
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ora ;

- Ba::::mz LINA sedangkan MIDA betum datang:
dan Terdakwa Aun:.‘ telah menanyakan berapa harga darl wanita tersebul
DU 1o Binti Sapn mengatakan Rp.850.000,{Detapan ratus lima
e UPlah) 1 {satu kali pakai) namun pada saat tu Saksi melakukan
ratus lima Mingga tercapai kesepakatan dengan harga Rp.650.000.{enam
o Puluh ribu rupiah) satu kall pakai, kemudian Saksi Briptu Mub.

urwijaya SH.MH. Bin Muh 1dris

: m"“'ﬂmm Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada

@ Aulia Binti Sapn dan uang tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa
Aulla Bint: Sapri sambi mengatakan untuk kembatannya nants dibawah;

= Mm-mmnmammu.msumMmmumm
Hotel RJL dan bermaksug memanggil LINA yang sedang menunggu di diluar
untuk segera naik keatas untuk melayani pemesan dan Tordakwa Aulia Binti
Sapri juga baru akan menyerahkan uang yang saks: serahkan tadi kepada
LINA namun pada saat ity Terdakwa Aulia Binti Sopri lansung ciamankan
oleh Pctugns yang telah bersap diluar borsama barang bukti berupa uang
sejumiah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek
Oppo A37 wama silver milk Terdakwa Aulia Binti Sapn yang digunakan
untuk berkomunikasi dengan pemesan dalam menawarkan layanan seksual
wanita beserta harganya,

- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri mengaku bayaran yang akan Terdakwa
Aulia Binti Sapri terima atas pesanan layanan seksual dari LINA pada saat
itu adalah sejumiah Rp. 150.000.- (seratus Ima puluh ribu ruplah) dan LINA

=7 ~mendapatkan uang sejumiah Rp. 500.000.- (ima ratus ribu ruplah).

3 wanita-wanita tersebut molayani pemesan  yang telah membayar
kemada Terdnkwa Aulia Bintl Sopn dengan cara melakukan persetubuhan

*'- 1* 4 ya suaml istri dongan pemosan disuatu tempatl seperti wisma atau

-

- X imtmmmsmmm
: M“mmnmnmlp.«uurmmmm

- berusia 15 (lima belas) tahun dan MIDA berusia 17

ditnngkap adalah LINA

h belas) tahun,
(Bwiu menurut pengakuan carl Terdokwa Aula Binti Sapri, yang telah
ahwa

yanan scks kepada pelanggan di wilayah Kabupaten Pinrang,

kan
FRamE—E— ori yaitu Saksi s, Saksi Bunda Ade dan

selnin Terdakwa Aulia Binti Sa

? Hataman 10 Gart 38 Putuzan Nomor 6P Sus/2020P% Pin



dipersidangan;
Terhadap  keterangan

saksi, T
membenarkannya; erdakwa .
3. Saksi L N 3 ,

Bin Armin Salamin;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe
Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Saksi Muh. Isra Alias Isra’ Bin Armin Salamin
dan Per. Astuli karena mereka berempat adalah muncikari Saksi dimano
Terdakwa Aulia Binti Sapn Saksi panggil *Kak Aul” Saksi Mafriani Adhe Alias
Bunda Adhe Binti Zainal saksi panggil BUNDA dan Per. Astuti saksi panggil
Astuti don Saksi Muh. Isra Alias Isra’ Bin Armin Salamin Saksi panggil kak
Isra;

Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sopri, Saksi Mafriani Adhe Alins Bunda Adhe
Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Allas Isra’ Bin Armin Salamin
mercka semua pernah menggunakan jasao Saksi dan Saksi sudah lupa
kapan kejadiannya namun Saksi masih ingat dimana tempatnya mercka
menggunakan jasa Saksi dalam keglatan prostitusl yaitu di wisma batam
Terdakwa Terdakwa Aulia Binti Sapri dan Saksl Mafriani Adhe Alias Bunda
Adhe Binti Zainal menggunakan jasa Saksi sedangkan Saksi Muh. Isra Alias

Isra’ Bin Armin Salamin menggunakan jasa Saksi di penginapan Tirta Sarl
yaitu di JI. Singa kemudian Per. Astutl menggunakan jasa Saksi di M Hotel

JI. Sudirman.
mmmmmmm“mm
kebutuhan ekonomi ; .

- dakwa Aulin Binti Sapri, Saksl Mafriani Adhe

Bohwa adapun caranya Ter A an
Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astutl dan Saksl Muh. isra Alias Isra’ Bin

Armin Salamin mencarikan saksi tamu dengan cara menghubungi temannya
yang ada kenalannya melalul media sosial yailu whnl:a app (whA) dom
biasanya jika ada yang berminal maka calon tamu Saful oB :da ,,,.::h° ub;::l
Terdaiows Aulia Bint Sspri. Seksl Matrioni Adhe Alas Bu

f in
Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias lsra’ Bin Armin Salamin %/

Suz2020PN
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hotel, pe.
kontrakan  dimana Saks| pe P "'O‘MDM" “unu di rumah — rumah
menjadi tamu Saksi; Ngon para lolaki yang

SRS RStwn ta Ol Iutunpl oleh Saksi Mub. lers Alias lors’ i Al Seiasls

untuk di carikan LADIES don Saksi Matviani Adho Aliss Bunds Adho Bint
Zainal menawarkan kepaaa Saksi namun saat ity Saksl tdak menerima
tawsrannya begitu Juga dengan Terdakwa Aulic Bint Sapri pernah
menghubungi Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal untuk di
WMDIESWmtmwwmmw:

- Bahwa adapun pengertian kata LADIES menurut Saksi adalah perempuan

yang di siapkan oleh bunda untuk kegiatan prostitusi:

- Bahwa adapun tarif yang di pasarkan Terdakwa Aulia Binti Saprl, Saksi
/'.,MD‘MOMMhe Alias Bunda Adhe Binli Zainal, Per. Astuli dan Saksi Muh. Isra
> Aligg Isra’ Bin Armin Salamin kepada tamu Saksi yaitu bervariasi setiop saty

:‘ka'l?(' dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) hingga harga

.000.- (satu juta) sekali main;

) ua lelaki yang permah menggunakan layanan prostitusi darn Saksi

Saksi sudah lupa dan Saksi tidak kenal mereka;

- Bm'wnunap kali Saksi menerima tamu lelaki yang menggunakan [asa
prostitusi maka Saksi selalu menggunakan jasa orang lain yaitu Terdakwa
Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per.
Astuti dan Saksi Muh lsra Alias lsra’ Bin Ammin Salamin  untuk
mempermudah kegiatan prostitusi tersebut.

* Bahwa saat Saksi bekerja sama dengan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda
Adhe Binti Zainal saat Itu Saksi langsung menerima uang dari pelanggan
Saksi lalu uang tersebut Saksi bagi dengan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda
Adhe Binti Zainal namun sewaktu Saksi bekerja dengan Terdakwa Aulia Binti
S2pri, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra’ Bin Ammin Salamin “%/

tataman 12 gart 38 Putusan Nomor 652 Suz/2020PN Pin
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ko yang terima uang dari
':;;n S:ksi: pelanggan Saksi kemudian mereka memberi
nwa adapun keuntungan yang di
o e o
Muh. 1873 Alias lsra’ Bin Armin Salamin actop T 5 ks -
saks| bervanasi atas Jasa kegiatan prostitusi tersobut kadang Rp 200.000 .-
(Dua ralus ribu rupiah) dan kadang Rp 100.000 - (seratus fibu rupiah)
. Bahwa setiap kall Saksi melayani lelaki o
Saksi pakai pengaman yaitu kond W 99 "u’. e kadang
alat xontrasepsi: . menggunakan
. pahwa Saksi mengenali dan o —

pada pokoknya menerangkan sebagai benkut
. Bohwa Saks: hadir dipersicangan sehubungan dengan adoanya Terdakwa
Aulla Binti Sapri telah ditangkap oleh pihak kepolisian dl Wisma RJL dan
pada saat tu Saksi yang membonceng Terdakwal
. Bahwa kejadionnya pada nari Minggu. tanggal 22 Desember 2019 sekitar
_WW 23.00 WITA bertempat di Wisma RJL di Jalan Jonderal Sudirman,
\Kmmn Watang Sawitto. Kabupaten Pinrang,
Bitwa owal mulanya Saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Bintl Sapri yaitu
} o Saksi sering datang @i rumah teman Saksl yang mengontrak rumah
- y@' 3. Kandea dan kebetulan teman Saksi ity kenal dengan Terdakwa Aulla
-« 7Binti Sapri. singkat centa saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Bintl Sapri dan
" Sordatows Aulia Binlh Saph menawarkan Soksl pekergen Yano menjanjikan
yaitu prostitus: dan Saksi pun menenmanya |
- Bmmwwfmmmwmmw
2019 dan wwwwmmmm: "
- Bahwa Saksl mau melakukan pekerjaan sebagai pelayan seks karena

terdesak kebutuhan ekonomi .
Bahwa adapun caranya Terd
untuk saksi yailu dengan card Te

akwa Aulia Binti Sapn mendopatkan tamu
raakwa Aulia Binti Sapri mencarikan Saksi
famu dengan cara menghubung! temannya yang ada kenalannya dan
bm““ﬂﬁundaynngbommtmnmmwnumm
mennghubungi Terdakwa Aulia Binti Sapri lalu calen tamu Saksl W

] Nomer Suz2020PN
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foto saksi selanjutnya cal
Aulia Binti Sapri; Saksl bernegosiaisi de T

. Bahwa adapun tarif di
tamu Saksi yaitu bemrlosm i da’ﬂ.;:m Terdakwa Aulia Binti Saprl kopada
98 Rp 500.000,- (ima ratus ribu rupiah)

ningga harga Rp 800.000 .- (detapan ratus riby rupiah) sekali main ;

. Bahwa seingat Saksi sudah ada empat lolaki yong G m —
menikmali layanan seksual dari Saksi dan keempat lolaki .

di fasilitasi Terdakwa Aulia Binti Sapri :

. mmmemmwwmw
layani karena semuanya melalui Terdakwa Aulia Binti Sapri;

- Bahwa Saksi lidak mengetahui berapa banyak keuntungan yang di dapat
Terdakwa Aukia Binti Sapn atas jasa keglatan prostitusl tersebut karena
Saksi hanya menerima uang langsung dori tangan Terdakwa Aulia Binti
Sapri;

. Bahwa pada saat kejadian Saksi di temukan tertangkap tangan melakukan
keglatan prostitusi yaitu pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira
pukul 22.30 wita di Hotel RJL JI. Jendral Sudirman Kel Maccorawalie Kec.
WatangSawitto Kab. Pinrang dan saat itu Saksi baru mau melayani tamu dan
Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian;

. Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 wita Saksi saat itu di hubungi Terdakwa
Aulia Binti Sapri melalui pesan “Whats up™ dan menanyakan keberadaan
Saksl dan Saksi pun meresponnya lalu Saksi balik bertanya * adakah ko
(Maksud saksi bertanya apakah ada tamu)” dan Terdakwa Aulia Binti Sapri

i, ' b * ada - dan Terdokwa Aulia Binti Sapri mengatakan sebentar

“ I' \$aksi tetpon sotolah Seksi dan Tordakwa Aulia Binti Sapr bertemu maka
_' /kami pun scpakat pergi menemul tomu Saksi yang saat ilu Saksi belum
kenal dimana saat itu Terdakwa Aulia Binti Sapri selalu komunikasi
dengannya. Sekira pukul 23.30 witn Saksi dan Terdakwa Aulia Bintl Sapri

dmumlual.mmnnatmmumu&mswuum

menunggu dan sudah

mmwwmamwmnwammm

lersebut dan Soksi di suruh menunggu tidak lama berselang datang
Terdakwa Aulia Binti Sapri lalu saat itu baru sajo Terdakwa Aulia Binti Sapri
mau menyerahklan vang kepada Saksl dan tiba — tiba datang beberapa laki
~ laki yang Soksi tidak kenal dan langsung mengamankan Saksi dan
Terdakwa Aulia Binti Sopri kemudian kami berdua di interogasi dan

Terdakwa Aulia Binti Sapri mengaku jika telah menerima uang sebesar E

Suz/2020PN
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700.000 ~ (tujuh ratus riby rupiah) dari

dan loki — laki tersebut men Seorang lelaki yang di anggap tamu
Soksi mengakui jika telah menjadi peke

gang sebesar Rp 700.000 .- (tujun r::, :n :;’“““““ mempeorlihatkan Saksl
u
atas perbuatan Saksi dan Te fupiah) sebagal barang bukti

f, sel
Terdakwa Aulia Binti Sapri bersama sary teman Te lanjutya Saksi dan

gahwa Saksl mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan;

. Bahwa umur Saksi saat Ini 17 (tujuh belas) tahun;
. Terhadap keterangan  saksi,

Terdakwa memberikan pendapat
membenarkannya;
5. Saksl HERMAWAN Bin JAMALUDDIN, dibacakan keterangan di bawah

sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :
Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri telah ditangkap oleh pihak kepolisian di
Wisma RJL dan pada saat itu Saksi yang membonceng Terdakwa Aulia Binti
Sapri, pada hari tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di
Wisma RJR JI Jend.Sudirman Kec.Watang Sawitto Kab Pinrang :
} --Bahwa poda soat Terdakwa Aulia Binti Sapri ditangkap Saoksi tidak
Voo \/ ul penyebab sehingga Terdakwa Aulia Binti Sapri telah ditangkap
~.~'oleh pihak kepolisian, namun sotelah Saksi ikut ke kantor polisi untuk diambil
' keterangan, baru Saksi mengetahuli bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri
ditangkap karena lelah membawa secorang wanita ke Wisma RJL dan
mendapatkan bayaran;
Bahwa pada awalnya sekitar pukul 23.00 wita, Saksl di mintal oleh Saksi
ICCANG suami Terdakwa Aulia Binti Sapri untuk membonceng Terdakwa
Aulla  Bintl  Sapri namun Saksi tidak diberitahukan  kemana
Wuannya, Kemudian Saksi membonceng Terdakwa Aulia Binti Sapri dengan
menggunakan sepeda motor merek yamaha mio Soul GT warna putih milik
eman dar Saksi ICCANG. Ketika dijalan Terdakwa Aulla Binti Sapri hanya
menunjuk arah jalan hingga sampai di sebuah wisma di Jolan Jend.Sudirman
9an pada saat itu sudah ada seorang wanita yang lidak sokal k%/

6P SusR2020PN
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u Terdakwa Aulia Bint Sapri.Kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri
masuk kedalam WiSma lersebut. sedangkan Saksi dan juga teman wanitanya
u diluar.lalu sekitar 15 ( kima belas ) menit Terdakwa Autia Binti
gapri keluar dan wisma tersebul dan menemui wanita yang menunggunya
giuar, dan pada saal itu Saksi melihat Terdakwa Aulia Binti Sapri langsung
kap oleh polisi yang berpakaian preman dan ditemukan uvang senilal
Rp.700.000. (tujuh ratus nbu rupiah) di tangan Terdakwa Aulia Binti Sapri .
setelah itu Terdakwa Aulia Binti Sapri dibawa oleh pihak Kepolisian
sedangkan Saksi dan teman wanita Terdakwa Aulia Binti Sapri juga diambil
yeterangan di kantor polisi;
gahwa Saksi tidak mengetahu: untuk apa Terdakwa Aulia Binti Sapri ke
wisma karena Saksi hanya disuruh untuk membonceng dan Saksl juga tidak
mengetahui bahwa akan menerima bayaran sejumiah uang dari transaksi
prostitus! |
Bahwa Saksi lidak mengetahul aktifitas Terdakwa Aulia Binti Sapri seharl —
hori dan Saksi juga tidak mengetahui dan tidak mengert tentang keglatan
Terdokwa Aulia Binti Sapri tentang wanita yang dibawanya untuk kegiatan
prostitusi;
Tethadap kelerangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

. .ml benkul .

BM Saksi membenkan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan
doao.n adanya tindak picana mengeksploitasi anak di bawah umur untuk
miuumn kegiatan prostitusi lerhadap Saksi yang di lakukan oleh Terdakwa
Adlia Binti Sapri, Saksi Mafdanl Adhe Alias Bunda Adhe Bintl Zoinal, Per.
Astuti dan Saksi Muh. Isro Alias Isra’ Bin Armin Satamin;
Hnmmwmwowuw«nwnmduam
“memmmmumn Astuti
dan Saksi Muh Isra Alas Isra’ Bin Armin Salamin namun tidak ada
hubungan keluarga dengan Saksi |

Bahwa Soksi menerangkan awal mulanya Saksi kenal dengan Saksi Muh.
lsra Alias 1sra’ Blnman&mmmnmmbwﬂwsww
Tordsiown Aulia Binti Sspri. kemudian sekira satu bulan Ssks! kenal Saksl
Per. Mmunummmmmmmawmm%

Hataman ,.muwmm&mm
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sahwa Terdakwa Aulia Binti Sapr Saksi Matria Adho
- . M
ginti Zainal. Per. Astuti dan Saksi Muh, targ Ah:: ?dno ;:ns Bunda e
. s’ Bin Armin Sal
mereka semua pemah menggunakan jasa Saksi dan Saksi sudah Upa
xapan kejadlannya namun Saksi masih ingat tempatnya di Saksl Muh
. 5 mana .
1sra Alias Isra’ Bin Armin Salamin dan Per. Astuti pernah menggunakan josa
Saksi di penginapan TIRTA SAR! (Depan rumah makan anggi) dan di tempat
pu Saksi sering melakukan kegiatan prostitus: sedangkon Terdakwa Aulia
gint Sapn dan Saksi Mafnani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal masing —
masing pernah menggunakan jasa saksi di wisma batam dan salah satu
rumah kontrakan yang saksi tidak kenal ;

- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan sebagal prostitusi karena terdesak
kebutuhan ekonomil ;

- Bahwa adapun caranya Terdakwa Aulia Bintl Sapri, Saksi Mafriani Adhe
Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksl Muh. Isra Alias Isra” Bin
Armin Salamin mencarikan Saksi tamu dengan cara menghubungi temannya
yang ado xenalannya melalul media sosial yaitu whatsapp (WA) atau
tacebook dan biasanya jika ada yang berminat maka calon tamu Saksi akan
mennghubungi Terdakwa Aulia Bintl Sapri, Saksl Mafrinni Adhe Alias Bunda
Adhe Binu Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. lsra Alias Isra’ Bin Armin
Salamin lalu calon tamu Saksi meminta foto Saksi selanjutnya calon tamu
Saksi bermegesiaisi dengan mereka dan setclah sepakat maka Saksi di
W dan di kenalkan dengan tamu yang okan menggunakan jasa

ast dari saksi lalu saksi melayani tamu saksi sesual dengan

n dan baisanya saksi melayani mereka di kamar hotel, penginapan

“atqu di rumah — rumah kontrakan dimana saksi berhubungan badan dengan

N )iﬂ lelaki yang menjadi tamu saksl |

“-I. Bohwa Adapun tarf yang di pasarkan Terdakwa Aulia Bintl Sapri, Saksi

Mafrianl Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astutl dan Saksi Muh. lsra
Alias Isra’ Bin Armin Salamin kepada tamu saksi yoitu bervariasl sctiap satu

Rp 800.000.- (delapan ratus ribu
tangan Saksi biasanya berkisar Rp 200.000 .-

lah) .
Rp 350.000 .- (Tiga ratus lima puluh ABU P
: telah tamu
- Bahwa Saksi sudah tdak ingat 1ag! jumiah letaki yang menjoadi

i dan semua lelaki yang
Saksi don telah menikmati layanan seksual Soks

saat ini Saksi sudah lupa
Pernah menggunakan layanan prostitusi darl Saksl

dan Saksi tidak kenal merekd, »

MHalaman nmaawmmwm
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. enerima amu lolak|
prosthusl meka Sekal sstels manguian by o L e Jaee
Autia Bintl Sapri. Saksl Mafrian Adhe orang lain yaitu Terdakwa
Astutl dan Saksl Muh. Isra .
mempermudah kegiatan prostinysi h""' u‘:" Bin Amin Salamin untuk

. Bahwa Saksi pernah langsung
gebesar Rp 400.000.- (empat ratus

Aulla Binti Sapn, Mwmmmmmwl’v-
Aswti dan Saksl Muh. Isra Alas lsra’ Bin Armin Salamin setiop kali
mendapatkan tamu unluk Saks: yang di dapat mereka borvariasi atas jasa
Kkegiatan prostitusi tersebut kadang R 200.000 .- (Dua ratus ribu rupiah) dan
kodang Rp 100.000 .- (seratus ribu rupiah);

. Bahwa wlaokws&slmewwmgumhumsww
saksl paksi pengaman yaitu kondom dan suntik KB dan kadang juga tidak
menggunakan alat konrasepsi |

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperfihatkan
dipersidangan.

- Bahwa umur saksi saat ini yaitu 17 (lujuh betas) tahun;

- Bahwa Soks: mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dipertihatkan

> <
_», diparsidangan;
ST v
- Te keterangan saksl, Terdakwa memberikan  pendapat
L "fb.noﬂwnnyn;
7 Sal . ISRA dibawah sumpah

\...f"

: 'ﬁ’adl pokoknya mencrangkan sebagal berikut:

- Bahwa Saks: memula: menjodi seorang muckan yang menyediakan layanan
seksual wanita kepada pemesan yaitu sokitar bulan Juni 2019,

- Bahwa sebelum Saksi giamankan olen pihak Kepolisian saksi baru saja
menyediakan mnmmmmammwwaoqw
°'MTM(meM)MMMmM
dan adopun wanita yang saksi siapkan pada waktu lersebut adalah Saksi
Hamida Alins Mida Binti Baharudding

- Bahwa Saksi sudoh tidok ingat lagl yang memesan layanan seksual kotika
saksi menyiapkan Saksi Hamida Alias Mida Bintl Baharuddin tersebut ;

* Bahwa adapun yang dibayarkan oieh pelanggan kepada Saksl dalam

ransaksi layanan seksual oleh Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharudd

Suz2020PN
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XXIII



menelpon Saksi dan mengirimkan pesan melatui what app Saksi teriebih
c¢ahulu dan mmwwmbm Saksi
setelah itu Saksi mengirimkan foto wanita tersebut sesuai dengan keinginan
orang yang memesan;
9°m°mmwm83mmmmmmm
Rp.500.000 (lima ratus riby rupiah), dan Rp.800.000 (delopan ratus ribu
rupiah);

Bahwa jika harga wanita yang Saksi tawarkan adatah Rp.500.000 (ma ratus
ribu rupiah). Saksi mencapatkan keuntungan sebanyak Rp.200.000 (dua
ratus ribu rupiah) dan j%a harga wanita Rp.800.000 (celopan ratus ribu
rupiah), Saxsi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.300.000 (liga ratus
ribu rupiah) dan Saksi pun sering mendapatkan keuntungan lebih tergantung
Saksi dan crang yang memesan wanita tersebut saat melakukan negosiasi;
Bahwa acapun wanita yang Saksi lawarkan kepada sescorang untuk
melakukan layanan sexsual atau prostitusi adalah Saksi Hamida Alias Mida
Binti Baharuddin cengan tanf Rp.500.000 (ima ratus nbu rupiah) dan Saksi
Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binb Mahir dengan tarif Rp.500.000
(lima ratus nbu rupiah).

Bahwa Saksi pemah meminta wanita kepada Saksi Mafrianl Adhe Alias
Bunda Adhe Sinti Zainal untuk menggunakan wanita anak didiknya. Adapun
Terdakwa Aula Binti Sapri pemah bertanya kepada Saksi “ada ledis mu
(W\hnmu)'hws&ummwm'm“.w”nah
menawarkan wanita yang ia pekerjakan dengan tarnf Rp.500.000 (ima ratus
mmp,.mmmmms“ummmmpm
seseorang:
Bahwa Saksi menawarkan 3tau mengirfimkan folo wanita saat seseorang
memesan wanita terhadap Soksi yatu dengan menggunakan hp Saksi
dengan merk OPPO A37 wama putin detgen uo 052 105 158 ERtdenpwe
menggunakan aplikasi chat VWhats up den M%

R ,,wuwmmmm
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Bahwa Saksi diperfihatkan Hp dengan merk OPPO A37 warna putih dan
5"“’_‘ mengenalnya dan menjelaskan bahwa hp tersebut adalah alat yang
Saksi gunakan saat sesecrang memesan wanita kepada Saksi;
Bahwa Saksl merekrul wanita untuk melakukan prostitusi lomadap yang
ni
momc‘!:n'; a‘:a 'a kepada Saksi dengon cara owalnyn wanita tersebut
menglrim pesan melalul messenger kepada Saksi, dan menawarkon diri
karena membutuhkan uang. setetah ity Saksi menunggu sesecrang untuk
memesan wanita, dan setelah mendapatkan seseorang yang ingin
melakukan hubungan seks, barulah Saksi mempertemukannya;
Bahwa Saksi menawarkan wanita-wanila lersebut karena Saksi hanya ingin
membaniu wanita tersebut untuk mendapatkan uang dan memenuhi
kebutuhan sehari-hannya serta Saksl mendapatkan keuntungan atau hasil
dari kegiatan tersebut;
Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan uang tersebut dengan cara :
a. Saksi mendapatkan uang tersebut dari seseorang yang memesan wanita
kepada Saksl:
b. Saks: mendapatkan uang tesebut darl wanita setelah melakukan prostitusi
terhadoap orang tersebut,
Terhadop  keterangan  saksl,

membenarkannya;
Saksl MAFRIAN!I ADHE Alias BUNDA ADE Binti ZAENAL, dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagal berikut:

Bahwa Saks| kenal dengan Terdakwa Aulia Bintl Sapri, Per. Astuti dan Saksi
Muh. Isra Alias Isra’ Bin Armin Salamin sera tidak memiliki hubungan
keluarga atau pun hubungan kerja dengan mereka;

Bahwa Saksi mengeksploitasi wanita untuk melakukan prostitusi saat itu
pada hari sabtu tanggal 07 desember 2019 sekilar pukul 23.30, bertempat di

Terdakwo memberikan pendapat

penginapan tirta sari;
Bahwa Saks: telah memasarkan wanita untuk melayani pemesan layanan
mnmmmeWde.m.

Hotel M, dan Hotel RJL.
mendatangl anak lersebut dan

Bahwa awalnya Saksi menelpon atau
menanyakan pekerjaan dan bilamana anak tersebut mau, barulah Saksi atau

anak tersebut membicarakan harga:
Bahwa awalnya Saksi menggeluti pekerjaan sebagai pelayaan prostitusi dari
2010, setelah itu Saksi menikah

tahun 2009 sampai dengan akhir tahun
dengan suami kedua Saksi yakni P. MUSLIMIN namun pada tanggal E?
nmﬂzowsamun Nomar 65Pid. Sus/2020PN Pin
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. suami ketiga pindah rumah dan kost
bertempet N N AnremEEEE S udion SOUEEE I+, 2018 Suiel

pindah dan kost di kamp lerang-lerang kec pate - =

disana sampai saat ini, lalu setelah suami ketiga Saksi di : oleh pihak
kepolisian kasus pencurian,

Saksi diperkenalkan dengan Per. Dewa, Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila
Alias Ondeng Binti Mahir. dari Terdakwa Aulia Binti Sapri lalu Saksi Hamida
Alias Mida Binti Baharuddin saksi kenal dari Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila
Alias Ondeng Binti Mahir, kemudian saksi mempekerjakan Per. Dewa
pertama kali pada bulan juni 2019 untuk melakukan prostitusi kemudian pada
bulan yang sama saksi mempekerjakan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias
Ondeng Binti Mahir, dan Per. Mule dan pada bulan agustus 2019 saksi
mempekerjakan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin serta pada bulan
oktober 2019 saksi mempeckerjakan Per. Risma untuk melakukan prostitusi
Bahwa Saksi mempekerjakan semua anak atau wanita yaitu Saksi Hamida
Alias Mida Binti Baharuddin sebanyak 3 kali, Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila
Alias Ondeng Binti Mahir sebanyak S kali, Per. Risma sebanyak 3 kali, Per.
Dewa sebanyak 3 kali, Per. Mute sebanyak 1 kali.

Bahwa total keuntungan yang Saksi dapatkan pada saal memperjakan Saksi
Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, Per. Dewa, dan Saksi
Hamida Alias Mida Binti Baharuddin adalah Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila
Alias Ondeng Binti Mahir Sebanyak Rp.500.000 (lima ribu rupiah), Per. Dewa
sebm Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Hamida Alias Mida Binti
Baharuddin scbanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Per. Risma
sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Per. Mute sebanyak Rp.70.000
(tujuh puluh ribu rupiah).
Bahwa Saksi mmmmmmmm
untuk melakukan prostitusi dengan cam Sefing Matguad: MEnin yEng Shue

rang memesan
dipesan oleh orang tersebut untuk bertemu tergantung O yang
bertemu:

. rsebut akan
wanita dimana ia dan wanita tersebul
esan wanita kepada Saksi dengan cara

Bahwa orang tersebut mem S
whats app te
menelpon Saksi dan mengirimkan pesan - wo?/
P

ratamen 21 Jari 38 Putusan Nomor 65/Pid.
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(&

© Bahwa Saks: menggunakan

* Bahwa Saksi giperfihatkan isi

gahulu dan menanyakan haeg
L)
setelah itu Saksi mengirimkan :...w Yang ta ingin
orang yang memesan; wanita tersebyt Poaah komam Saksi

. Bahwa pada saal sese o
esan
lain dan Saksi pernah meming

b&sm
Rp.350 000 (tiga ratus riby rupiah). wanita kepada Saksi dengan tarif

::um ”'elahwmmmeTmmmw
pun Saksi Muh. lsra Alias sra’ Bin Armin
kepada Saksi barulah Saksi Dartams S Salamin meminta wanita
enyuruh wanita tersebut untuk
mendatang: lokasi dimana orang akan melakukan ’
Bahwa paca 323t ity Saksi mendapatkan Per Dewa, Saksi Nurul Alsyah
Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dan Saksi Hamida Alias Mida Binti
Baharudain dari Terdakwa Aulia Binti Sapn kemudian Saksi Muh. lsra Alias
Isra’ Bin Armin Salamin meminta wanita kepada Saksl, namun Saksi hanya
memberikan Per Nisa;
9 B.dh menggunakan alal menjalin komunikns: dengan Terdakwa Aulia Bintl
Per Astuti dan Saks: Muh. Isra Alias Isra’ Bin Armin Salamin ataupun
kan atau mengmnmkan foto wanita saat seseorang memesan wanita
h saudan yaitu dengan menggunakan handphone Saksi dengan merk
VIVO tipe 1820 warna biru kombinasi hitam dengan no 085 342 074 034;
- Bahwa Saksi diperlihatkan handphone dengan merk VIVO tipe1820 warna
biru kombinasi hitam yang Saksi gunakan saat Saksi menjalin komunikasi
dengan Terdakwa Aulia Binti Sapn, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias lsra’
8in Armin Salamin serta dengan seseorang memosan wanita;

: memwuhmmm

mewwmmm

keuntungan atau hasil dani kegiatan tersebut.
aplixasi whats app dan messenger pada saat

Seseorang memesan wania kepada saudari atau pun wanita yang ingin

Melakukan hubungan prosttusi.
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meminta Ledis
Saksi dan Saksl mengakui isi perca o torse ( wanita PSK ) kepada

- 9""’:’:’ ":;:‘“""::; u:‘:: Uang atau hasil dari mempekerjakon anak atau
wanita u pr
sehari-hari Saksi; Ostitusi yakni Saksi gunakan untuk kebutuhan

Menimbang. bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sedagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pinak kepolisian telah mengadakan
prakiek prosiitusi yaitu pada har ahad tanggal 23 Desember 2019 sekitar
pukul 23.00 Wita di Wisma RJR Jalan Jend.Sudirman Kecamatan Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang;

- Bahwa sebelumnya ada dua orang yang memesan wanita kepada Terdakwa
melalui chat whatsup untuk pelayanan seksual kemudian Terdakwa
menyiapkan 2 ( dua) orang wanita anggota Terdakwa untuk menyanggupl
pesanan kedua orang tersebut dengan menyiapkon Saksi Herfinn Safitri
Alias Lina Binti Sancddin dan Saksi Hamida Alias Midn Binti Baharuddin
dengan cara menghubungi Saksl Herlina Safitn Allas Lina Binti Sanoddin dan
Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin melalul pesan Whats app bahwa
-ada “yang maksud dan intinya bahwa ada tamu yang memesan layanan
seksual dan Saksi Herlina Safitn Alias Lina Binti Sanoddin dan Saksi Hamida

’hb's Mida Binti Baharuddin mengiyakan dan siap untuk melayanl pemesan
 térsebut kemudian Terdokwa berangkat ke Wima RJL membawa Saksi

" Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan diantar oleh Saksi Dermawan
dengan menggunakan sepeda molor karena kedud orang yang memesan
wanita tersebut sudah berada di wima RJR.Sedangkan Saksi Hamida Alias
'Mamwmm‘ulkGMIMM“ﬂm.m
lwmmmm-mﬂdmuTm
berternu dengan dua orang yang memesan VIS CEVSE G G wa—
dan menyampaikan bahwa hanya satu wanita yang datang dan yang satunya
akan menyusul. Setelah iU Tordakwa menyampalkan bahwa harga
pelayanan wanita yang Terdakwa bawd tersebut adalah Rp.650.000,- (enam

Rp.700.000 (tujuh ratus ribu ruplah) karena dia tidak memiliki vang %

mmnzjmuwwmmm
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akul kepada plha:‘a;qup 7,00.,,'000 (tujuh ratus ribu ruplah) dan Tordakwa
\ ki ly;"“ menangkap Terdakwa bahwa uang

erdakwa dengan pelanggon untuk jasa
pelayanan seks Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin:

. Bahwa Terdakwa diperlihatkan uang dengan nilai sebesar Rp.700.000 ( tujuh
ratus fibu rupiah ) dengan pecahan wang Rp.100.000 ( seratus ribu )
sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Terdakwa mengenalnya karena uang dengan
nial sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang didapatkan
pihak Kepolisian dari Terdakwa di Wisma RJL yang mana uang tersebut
adalah bayaran atas pesanan layanan seksual untuk Saksi Herfina Safitri
Alas Lina Binti Sanoddin;

. Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahul pemesan layanan
seksual untuk Saksi Herlina Safitri Alias Lino Binti Sanoddin yang telah
bertemu dengan Terdakwa di Wisma RJL dan telah memberikan Terdakwa

~"-b‘éy‘m atas pesanan tersebul namun setelah di tangkop oleh pihak
l&" jan baru Terdakwa mengetahui bahwa orang yang telah memesan

l, Ja seksual melalul Terdakwa lewat pesan whats App tersebut adalah
X : Kepolisian yang menyamar,

'__B% Terdakwa awalnya di chat melalui pesan whatsup di nomor Terdakwa

-~ aleh pemesan yang ingin mendapatkan jasa layanan scks berbayar .

Kemudian setelah ada yong memesan, Terdakwa lalu menawarkan wanita-
wanita yang dalam koordinasi Terdakwa yang siop melayani hubungan
teksunl Setelah mencapnl kesepakatan dengan pemesan Terdakwa laly
membawa wanita yang telah dipilih ke tempat yang telah ditentukan. Setelah
sampai disana Terdakwa lalu di bayar sejumlah harga lertentu dan selelah
v Terdakwa memberikan sebagian bayaran tersebut kepada wanita yang
Terdakwa bawa tersebut dan sisanya untuk Terdslwve sondit. Kemudion

Wanita yang dipesan tersebut masuk kedalam kamar bersama orang %’

szcmuwmwmm
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don meng:w; :::. layanan seksual untuk para pemesan :
hwa er membena

e e e
Bahwa wanita pelayan seks berbayar yang dolam koordinasi langsung
mufmmz(m)mmwwmww
Sonoddin dan Saksi Hamida Afias Mido Binti Baharuddin yang keduanya
masih berumur 17 (tujuh belas ) tahun namun Terdakwa juga biasa
menyiapxan wanita yang dalam koordinasi teran penyedia ( mucikari ) yang
lain antara lain Per. Rasnl yang merupakan anggota dari Per. Astuti,dan ada
M.muw&mmmmommmm
mma&dmwmlmmmmw
Zainal ;

- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Herlina Safiti Alias Lina Binti

Sanoddin telah dipesan melalui Terdakwa dan melayani seks kepada para
pemesan namun sudah Terdakwa lupa namanya yaitu sebanyak 3 ( tiga) kall
yaitu (2) dua kali dipesan oleh orang yang sama di Wisma Batam pado bulan
W! 2019 dengan bayaran masing-masing Rp.600 000, (enam ratus
fiby rypiah) dan Rp.500.000.- (ma ratus ribu ruplah), (1) kall dipesan pada
w ’ ember dl Wisma Batam dengan bayaran Rp.600.000,- (enam ratus
' h)

% Saksi Hamida Alias Mida Binti Bahoruddin telah dipesan melalui
- Terdakwa dan melayani seks kepada para pemesan namun sudah Terdakwa

lupa namanya yaitu sekitar £ (empat ) kali yaitu. di Wisma Batam dua kali ,

Wisma RJR. dan Wisma Sawilto masing-masing 1 ( satu ) kali dan
bayarannya antara Rp.500.000 ( lima ratus by ) sampai Rp.600.000 ( enam
fatus ribu rupiah ) g

Bahwa Saksi RASNI telah dipesan melalul Terdakwa dan melayani

kepada para pemesan namun sudah Terdakwa lupa namanya yaitu
sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu, di wisma Batam pada awal Nopember 2019
dengan bayaran Rp.850.000 dan di Wisma Batam pada awal desember

dengan bayaran Rp.850.000.
Bahwa Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Aliss Ondeng Bintl Mahir tslah

dpesan melalui Terdakwa dan melayani seks kepada pemesan W

Sus2020PN
mn:’m”mnwm Pin



ribu rupiah);
a Terdakwa merekrut
- Bn.:chnnoddin. Saksi dan menggunakan Saksi Hertina Safitri Alias Lina
- Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI dan
Saksi Nurul Aisyah Alias Nabilg P X
kegiatan prostitusi Terdokwa dan me eng Binti Mahir untuk ikut dalam
S R T iin s RS, b, oo shon
Alias Lina mmtsmwam‘“m”“;mmbumnmwmsuaUﬂmma&mm
menyampaikan bahwa kalau kamu sudah g e i Y
lebih bak ikut Terdakwa karena T semeh BE—en S
erdakwa bisa cankan job atau
berhubungan seksual dengan dibayar don tidak gratis. Kemudian untuk
Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI.dan Saksi Nurul
Aisysh Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir Terdakwa merokrut dan
menggunakan jasa mercka untuk tronsaksi seksual melalul pesan chat
whats app dan messenger darl Handphone Terdakwa karena Teordakwa
sebelumnya sudah mengetahui aktifitas merexa dan menyampaikan melalui
pesan bahwa Terdakwa ada job (pemesan layanan seksual). Setelah itu jika
mereka mengiyakan maka Terdakwa mengatur waktu dan tempat sera
bayaran yang akan diterima dan orang yang memesan;
Bahwa yang merekrut, mengatur menggunakan dan mengurus Saksl
Herhina Safitn Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti
Baharuddin, Saksi RASNI dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng
8inti Mahir dalam melayani para pelanggan yang memesan layanan seksual
karena Ingin mendapatkan keuntungan karena dalam setiap transaksi
Terdakwa layanan seksual dengan pelanggan.Terdakwa mendapatkan
sekitar 30% sampal dengan 40 % setiap bayarannya;
Bahwa cara kerjo s.uuums»ﬁmmuﬂaemwm.w
Hamida Allas Mida Bintl BaharuddinSeks! RASNI dan Saksl Nurul Alsyah
Alias Nabila Alias Ondeng Bintl Mahir dalam setiap melayan para pelanggan

yang memesan layanan seksual yang telah atur tersebut adalah dengan

melayani hubungan badan layaknya suami istri dengan pelanggan /
pemesan dengan cara bercumbu,bermesraaan sampai dengan pelanggan
memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin wanita yang telah dipesan
namun tergantung kesepakatan keduanya ketika didalam kamar;

Bahwa Saksi Herlina Safitn Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias

Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI dan Saksi Nurul Aisyah Alias N%

mmxmxwmwwmm
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Yang Terdakwa kenal dan pernah
Terdakwa kerja sama dengannya adalah Saksi Mafriani Adhe Alas Bunda

Adhe Binti Zainal yang yang men

Aisyah Allas Nabila Alias O:dong z:‘:m":"‘ mw|m|“ Saksl o

sinti Baharuddin dan Per. Hastuti yang m..’swmn.. sekaunt -y

dan Soksi Hamida Alas Miga mm;nom -y
aharuddin serta Sdr.ISRA yang

mengatur layanan seksual Per. Dewa, Per. Mute dan juga Saksi Hamida

Alias Mida Binti Baharuddin,

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan
dan pembayaran dari pelayanan seks wanita melalul Terdakwa tersebut
untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari;

- Bahwa Terdakwa diperhihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha

'M-o Soul GT warna Putih dengan Nopol DP 2261 DK dan Tercdakwa

. dan mengetahuinya karena sepecda motor tersebut yang

Saksi Hermawan membonceng Tercakwa ke wisma RJL untuk

ul pesanan layanan seksual;

Py Saksi Hermawan tidak mengetahui tujuan Terdakwa ketika Saksi

—~" Hermawan membonceng Terdakwa karena Saksi Hermawan hanya disuruh

oleh suami Terdokwa Lk. Musliadi Alias lccang untuk membonceng

Terdakwa sebagai mucikari atou yang ™
Para pemesan;
v . mengajukan Saksl yang
Menimbang, bahwa Terdakwa Uidok

" gankan (a de chuv%

mm:rmrw“"“’ - .
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kenag
rupiah). Pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan
diajukan diperolen fakta-fakta hukum sobagai benkut:

- Bahwa pada harl Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita
saksl BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH., MH dan Saksi BRIPTU HIYAR
ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim polres pinmang
maelakukan penangkapan terhadap Tordakwa dengan carn melakukan
Wan dengan cara memesan wanita pada Terdakwa melalul posan

alsApp dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A7 Wamna Silver

“' Mku&nn pelayanan seksual don Tercakwa menyetujuinya;

. 9‘:\%‘ Terdakwa mengirimkan gambar wanita melalui pesan whatsApp serta
memberikan harga untuk setiap wanita, kemudian Saksi BRIPTU MUH.
NURWIJAYA. S.H., MH dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI! menyiapkan
kamar hote! di Wisma RJL dan Terdakwa menylapkan 2 (dua) wanita yaitu
WWWITRIMLMMWNN!GS“M
Alias MIDA Binti BAHARUDDIN:

- Bahwa Terdakwa datang dengan ddonceng obh Saksi  HERMAWAN
dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mo Wama Pullh bemams
dengan Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA. sesampainya di Hotel / Wisma
RJL. Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA meonunggu di luar sedangkan

- MUH NURWIJAYA, S H., MH. dan
Terdakwa menghampin Soaksi BRIPTU

d untuk mong
Saksi BRIPTU HIYAR ABDI yang berada di lantal 2 (dua)

barang buktl yang

s 28 can 38 Putusan Nomor 85P Sus202GPN Pin
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_ pahwa Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S H.. menyerahkan uang sebesar
Rp. 700 ‘:::-'52";:: "'(‘:':.“b" rupiah) can akan disorahkan kembatiannya
sebesar s i m:m:) nanti dibawah. Tidak lama
xemudian menuju keluar Hotel AWisma
RJL dengan maksud untuk memanggil Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA
untuk segera membenkan pelayanan kepada Saksi BRIPTU MUH.
NURWIJAYA, S.H., MH dan ketika Tordokwa bary akan memberikan
sebagiaon pembayaran kepada Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, pada
soatl tu Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisinn bersama
dengan barang buktl berupa uang sebesar Rp. 700.000.- (lujuh ratus ribu
rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A7 Wama Silver milik Terdakwa
yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah menenma uang scbesar
Rp 700.000.- (tujuh ratus nbu rupiah) darl scorang laki — laki yang tidak lain
adalah Saksi BRIPTU MUH NURWIJAYA, SH., MH yang melakukan
ponyamaran untuk memesan wanita dan keutungan yang diperoloh
HERLINA SAFITRI Alias LINA dari kegiatan prostitusi sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu ruplah),

- Bahwa wanita yang digunakan oleh Terdakwa yoitu Saksi HERLINA SAFITRI
Alas LINA Binli SANODDIN masih berusia 15 (ima belas) tahun don Saksl
HAMIDA Alias MIDA Bint BAHARUDDIN masih berusia 17 (wjuh belas)

r tahun sesuai dengan Kutipan Akto Kelahiran milikk HERLINA SAFITER -
Fotocopy Kartu Keluarga milik HAMIDA yang terlampir dalam berkas perkara
tersebut;

Menimbang, bshwa sclanjtnya  Majels  Hekim  skan
mem panghen xah berdasarkan fakta-fokta hukum tersebul diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didalwakan
kepadanya; U

Menimbang, bahwa Terdakwa telah o@M oleh Po:m
Sengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis ddeﬂnm
MemOorhatian feiia-fakts hulkum tersebut distss memilih Iangeung ———

S%ernatit ke dua sebagaimana diatur datam Pasal 88 Jo Pasal 76 1 u%

Sun/2020PN
mnmuwmm Pin
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undang R.I. No.35 Tahun 2014 oy e

tang Perubahan
No 23 Tohun 2002 tentang Pertindungan “;:m ::‘\dnng-Undung R.L
giubah dengan Undanc-Undnno R.1 No.17 1ahun 2:: ana ditambah dan
perpu No.1 tahun 2016 tentang 6 tentang Penetapan

ynsul-unsurnya adalah sebagal benkyt - o i, yere
1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Dllarang menempatian, membiarken, melekuken menyuruh

melakukan, atay turut sena melakukan Eksploitasi Ekonomi e
seksual, -

3. Unsur Terhadap anak:

Menimbang,

bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hokim
mempentimbangkan sebagai benkut:

Ad.1. Unsur Setlap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang® dalam

undang-undang perlindungan anak adalah crang perorangan dan badan

hukum, akan tetapl mengacu pada perkara agquo maka sotiap orang disini
acalah merujuk pada orang perorangan sebagail subyek hukum, dalam mana
subyek hukum tersebul adalah pendukung hak dan kewajiban, yang dalam
kondisi sehat jasmani dan rohani, telah cakap dan mampu untuk bertindak serta
bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri yang dihadapkan ke
depan persidangan oleh Penuntul Umum, yang berdasarkan identitas yang
tercantum dalam berkas perkara nomor 65/Pid.B/2020/PN Pin , telah dijawab
dengan tegas yang menunjukkan identlas yang sama dengan yang
cterangkanTerdakwa didepan persidangan Bahwa dalam awal soliap kali
persidangan keschatan Terdokwa selalu ditanyakan dan untuk ity pula
Terdakwa seclalu menyatakan dinnya sehat Bahwa oleh karenanya Majelis
berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan
cohm.wWWMaMWMTMMW
Stang yang cakop dan mampu untuk bertindak di dopan hukum, dengan
emikian maka Terdakwa memenuhi kualifikasl sebagoi subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut diatas,
Maka unsur *setiap orang” telah terpenuhl,

XXXV



‘ - ‘

J/ .14 yang berkaitan dengan anak;

'l
4

maupun informal secara memadai, konkritnya anak berhak diberi
kesempatan untuk bermain, berkreasi dan beristirmhat;

Haok untuk memperolen perlindungan, artinya setiap anak berhak untuk
dilindungi dari eksplotas: ckonomi dan seksual, kekerasan fisik atau
mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang dari
segalo bentuk disknminasi, ini juga berlaku bagi anak yang tlidak lagi
mempunyal orang tua dan anak-onak yang berada dikampung
pengungsian, mereka berhak mendapatkan perfindungan;

untuk berpartisipasi, artinga setap anak diberi kesempatan
menyuarakan pandangan dan ide-idonya, torutama scbagal porsoalan

Menimbang, bahwa kemudian dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 tahun 1974 tentang Kesejahleraan Anak, antara lain telah
dinyatakan bahwa :

Sctiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, . o
bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar,

Setiaop anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan
bangsa, untuk Mﬁlmmbﬂtmm

Sctiap anak juga berhak alas pemelharaan dan perlindungan, baik
semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

Setiop onak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup
yang membahayakan atou menghambat  pertumbuhan dari

XXXVI



Mernimbang, bahwa selanjutnya
gesar Bahasa Indonesia (KBBI) m:nw Eksploitasi menurut Kamus

. Pengusahaan, Pendayagunaan:

. Pemanfaatan untuk
Menimbang, bmm R
ngertian tersebut diatas, maka dapat
dsimpulkan bahwa Ao.kslﬂouasl anak adalah merupakan tindakan pemanfaatan
untuk keuntungan din sendin melalui anak dibawah umur-

Menimbang. bahwa Eksploitasi Seksual menurut Undang-Undang
Republix Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang R1 No23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala
pentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban
untuk mMendapatkan keuntungan. termasuk tetapi tdak lerbatas pada SeMUA
wegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksl dan keterangan
Terdakwa cidapall fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari
Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIPTU
MUH. NURWIJAYA, S H.. M H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH
masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan
terhadop Terdakwa sehubungan dengon cksplodasi seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa pada harl Minggu tanggal 22 Desember 2019
© sekitor pukul 22.30 wita soksl BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH.. MH. dan
' w BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim

[ _‘ pinrang melakukan penangkapan lerhadap Terdakwa dengan caro
‘melakukan penyamaran dengan cara memesan wanita pada Terdakwa melalul
pesan WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A7 Wama
Silver untuk melakukan pelayanan seksual dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menginmkan gambar wanita
wmmwpmmlmtgaum.ﬂom'
kemudion Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA. S.H., M H. dan Saksi BRIPTU
ulvmmmpmmwamumrm
menyiapkan 2 (dua) wanitn yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Bintl
SANODDIN dan Saksi HAMIDA Alias MIDA 8inti BAHARUDDIN, selanjutnya
Terdakwa datang dengan dibonceng oleh Saksi HERMAWAN dengan
menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih bersama dengan Saksi
HERLINA SAFITRI Alias LINA, sesampainya di Hotel / Wisma RJL. Saksi
HERLINA SAFITR! Alias LINA menunggu di luar sedangkan Terdakwa
Menghampin Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRI

W”“szmw P
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st (enn: r:mw ima puluh by ruplah), kemudian Saksi BRIPTU MUH.
,‘uR\MJAYA. H.. menyerahkan vang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu
ruplah) dan akan diserahkan kembaliannya sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh
sou ruplah) nanti dibawah. Tidak lama kemudian T. S et A
(dua) menuju keluar Hotel Misma RJL dengan maksud untuk memanggil Saksi
HERLINA WﬂRlMuummmmmw
saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S M., M H. dan ketika Tordakwa baru akan
memberkan sebaglan pembayaran kepada Saksi HERLINA SAFITRI Alias
LINA, pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oloh Petugas Kepolisian
persama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus
ribu rupioh) dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A7 Wama Silver milik Terdakwa
yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan;

Menimbang, bahwa Terdokwa mengakul bahwa Terdokwa telah
menerima uang sebesar Rp 700 000.- (tujuh ratus nbu rupiah) dan seorang laki
- lakl yang tidak lain adalah Saksi BRIPTU MUH NURWIUJAYA, S H., MH.
yang melakukan penyamaran untuk memesan wanita dan keutungan yang
diporcleh HERLINA SAFITRI Alas LINA dan keglatan cksploitasi scksual
sebesar Rp. 500 000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendoapatkan

_ keuntungan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu ruplah),
. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan lersebut diatas,
monurut hemat Majelis bahwa Terdakwa tolah memenuhl unsur Dilarang
melakukan, monyuruh melakukan, atou turut serta molakukan Eksploitasi
Ekonomi dan atau seksual;
Ad ). Unsur Torhadap anak;

Menimbang. bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan
tetah diatur tontang Pengertian Anak, yang antara lain:

& mma“pu,aw,mmnrmm
dimaksud dengan anak yaltu : Anak

tentang Perlbindungan Anak, yang e e

adoloh seseorang yang belum ocmb.:: (delapan ) un,

hmn.m.mmmﬂ’”‘w No. 11 Tahun 2012 tontang Sistom
b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) wu - Y
Paradilan Pidana Anak juga menjclaskan SRR g

% ang Berkonfik dengan Hukum
dengan hukum, yaitu @ Anak ¥ am?’
,“w”ﬂ”wmm Piny
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selanjutnya R anak yang telah berumur 12 (dua belas)
ranun yang diduga melakan tindak pidana;

" perdasarkan kelentuan Pasal 1 butir § Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1899 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan tentang pengertian
anok yaitu sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia di
pawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak
yang masih dalam kandungan apabila hat tersebut demi kepentingannya:

4. Berdasarkan Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, Bahwa
anak diartikan sebagai setliap orang dibawah usio 18 tahun. Kecuali
perdasarkan hukum yang beraku terhadop anak, kedewasaan telah
diperoleh sebelumnya.

Menimbang, bahwa darn beberapa kelentuan tersebul diatas, maka
\ojelis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud anak secara keseluruhan

dalah anak masih dalam kandungan tetapi belum cukup berumur 18 (delapan
elas) tahun;

Menimbang., bahwa berdasarkan keterangan  saksi-saksi  dan

eterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa wanita
fang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan eksploitasi seksual yaltu
Saksl HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN berusia 15 (imo belas)
lahun dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN masih berusia 17
(tujuh belas) tahun sesual dengan Kutipan Akia Kelahiran milik HERLINA
SAFITRI dan Fotocopy Kartu Keluarga milik HAMIDA yang terlampir dalam
terkas perkarn aquo.

. Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan torsebut diatas,
monurut hemat Majelis bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Terhadap anak
telah terpenuhi.

Menimbang. bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal
76 | Undang-Undang R.l. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang R.l. No.23 Tahun 2002 tentang Petlindungan Anak sebagaimana
ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.l. No.17 tahun 2016 tentang
Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Periindungan Anak Menjadl Undang-
Ungang telah terpenuhi, maka Tercakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
secara sah  dan  meyakinkan melakukon tindak  pidana sebagaimana
dutakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua:

Menimbang. bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
Yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan d%,

Hataman 34 don 38 Putusan Nomor 63/Pit. Sus/2020/PN Pin

XXXIX



feidangan dalam perkara ini, Majolis

m.mpmmmamnmmmm
perundang-undang Perfindungan Anak yang bertaku adalah kumulasi antara

pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang socara limitatif telah
datur nilal nominal minimalnya, maka mengenal pidana denda yang dijatuhkan
galam perkara ini besarnya akan citentukan dalam amar putusan;

Menimbang. bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda,
dmana sesual dengan Undang-Undang R.I. No.35 Taohun 2014 tontang
Perubahan Atas Undang-Undang R 1. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anok sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.l. No.17
tahun 2016 tentang Penectapan Perpu No. 1 tahun 2016 tontang Porubahan
Kedua Atas Undang-Undang R.1. No.23 tahun 2002 tentang Perfindungan Anak
Menjadi Undang-Undang tidak mengatur tentang pidana pengganti denda
lenleb'l'll. maka Majelis Hakim kembali pada ketentuan KUHP sebagalmana
Pasal 30 ayot (2) KUHP bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak
‘dsayar maka diganti dengan hukuman kurungan, yang akan ditentukan dalam
amar putusan ini;

Menimt I.mwmmwmtmmh
cxenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
“an penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya darl pidana yang
Sjatunkan; )

Menimbang. bahwa oleh karena Terdakwa dishen dan penshanan
®hadap Tordakwa dilandasl alosan yang cukup, maka poru diictapkan ager
Terdakwa letap berada dalam tahanan; buki yang diojukan di

Menimbang, bahwa terhadap hknn . | berikut:

Persidangan untuk selanjutnya dipertimbang

Putusan Nomeor 03P Suz/2026PN Pin
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Menimbang. bahwa barang buky
berupa 1
sork yamaha Mio Soul GT wamg (satu) Unit Sepeda Motor
MHN.(pQO‘ICK‘lG&Sd‘I. Nomor Mesin - 270780, dencen Noost OF
oK yang telah terbukti dipersidangan . ceng opol 2261

Hormawan Bin Jm'“"f"“- sedangkan 7 (lujuh) tembar uang kertas pecahan
Rp 100.000.- (seralus ribu rupiah), yang telah dipergunakan Saksi BRIPTU
MUH NURWIJAYA.SH.MH Bin MUH.IDRIS (anggota kepolisian) pada soat

yansaksi dengan  Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut
gxembalikan  kepada  Saksi  BRIPTU MUH NURWIJAYA SH.MH.Bin
wUH IDRIS sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai
exonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
negara |

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk
memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif
agar dikemudiaon harl Terdakwa capat memperbaiki perilakunya, menurut iman
can kepercayaaannya sera sejalan dengan kehendak peraturan perundang-
undangan dan ketertiban masyarakatl pada umumnya serta mencegah orang
lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjaluhkan pidana ternadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
" ~¥ang meringankan Terdakwa:
adaan yang memberatkan:
A :li\wmn Terdakwa meresahkan masyarokat;
{' - '-'F,'Man Terdakwa mencederal harkat don martabat perempuan;
3--Wnn Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang
" sedang giat-giatnya memberikan Perindungan terhadap Anak sebagal
generasi Pencrus Bangsa dan Perlindungan bagi Perempuan;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum; .
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhl pidana maka
harustan ntuk membayar biaya perkara;
h:e‘:::::o::l:: P‘::sal Pasal 88 Jo Pasal 76 | Undang-Undang R.L
No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 T,

Suv2020PN
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2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditombah dan diubah dengan
yndang-undang R.l. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.1. No.23 unm 2002
1entang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang
nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
W lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Tercakwa AULIA binti SAPRI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakuxan tindak pidana molakukan, monyuruh
melakukan atau turut sorta molakukan oksploitasi socara ckonoml dan
atau scksual terhadap anak;

2. WmmanMAumwmmtl
gengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana
denda scbesar Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dengan
ketentuon apabila pldana cenda tidak dibayar maka diganti dengan
Pidana Kurungan selama 3 (uiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan sciuruhnya darl pidana yang dijatuhkan;

4 Memenntahkan terdakwa tetap ditahan;

Wanbmnobukﬂbcm:
. 1 (satu) unit soped.mowaakYmeWGTmm

{, dengan Nomor Rangka : MH31KPODICK 168541, Nomor Mesin : IKP-
170780. dengan Nomor Polisi DP 2261 DK.
Dikembalixan kepada Hermawan bin Jamaluddin:
« 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus riby

ruplah).

6. Membebankan kepadn Terdakwa
Rp. 5.000,- (kma ribu rupiah),

num;dangpommymmﬂmw

Demikianiah d utuskan d
e mxnmb.mnmnlzsmzm.dehml.

Pengadilan Negen Pinrang. pada

Adil Kasim, S.H.M.H., sebagdl Hakim Kotua . Andl Agsha, S.H. dan Yusdd
mw:rwuwwmump?m

XLII



sz Rrtgst i .

Hatoman 38 dorl 38 Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2020PN Pin

XLIIT




RIWAYAT HIDUP

Nur Fadillah, lahir pada tanggal 29 Agustus 2000, Alamat
Pinrang, Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan
Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Anak keempat dari 4
bersaudara. Ayah bernama H. Darwis dan Ibu bernama Hj.
Saddi. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu pada tahun
2006 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 237 Mattiro Bulu,
pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 8 Pinrang, pada tahun 2015 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7

Pinrang. Kemudian, melanjutkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap
Pertanggungjawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online di Kabupaten
Pinrang (Studi Kasus: Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin)”

XLIV



